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ABSTRAK 
ACHMAD FAUZI HM, (B11111412) TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA 
KAWASAN HUTAN DI KOLAKA (Tanggapan atas Putusan No. 
62/Pid.B/2014/PN. Kolaka ), dibawah bimbingan Muhadar sebagai 
Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 
: 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka dan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
ketentuan pidana materiil tentang tidak pidana pertambangan tanpa izin 
pada kawasan hutan di kolaka  
Penelitian dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri  Kolaka 
dengan melakukan wawancara dengan hakim. Selanjutnya data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
 
Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 
(1)Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan di kolaka 
dalam perkara 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka dalam pertimbangan, hakim 
memilih dakwaan yang cocok dengan fakta- fakta hukum yang terungkap 
di persidangan dan untuk itu majelis hakim memilih dan membuktikan 
dakwaan tunggal yaitu Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang Kehutanan sebagaimana 
diubah dengan UU Nomor 19 tahun  2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUH 
Pidana. (2)Penerapan ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak 
pidana pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan di Kolaka sudah 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 
50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  menyatakan 
bahwa setiap orang dilarang menebang pohon, memanen atau memungut 
hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat 
berwenang. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan 
terdakwa yang semuanya bersesuain dan terdakwa sehat jasmani dan 
rohani sehingga mampu memberi  pertanggungjawaban atas 
perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan Negara kaya akan bahan tambang. Bahan 
tambang  itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, 
batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahan yang bergerak dan 
menanamkan investasinya dibidang pertambangan pun sangat banyak 
Dampak positif, penanaman investasi di bidang pertambangan ini 
adalah meningkatkan devisi Negara dan pendapat asli daerah, 
menampung tenaga kerja dan lain-lain. 
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau 
batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, 
kontruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.1 
 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan batu bara, ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, terdiri dari 
175 Pasal dan XXVI Bab. Dalam konsideran menimbangnya 
dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-
undang lahir. Pertama, karena mineral dan batu bara yang terkandung 
dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan 
                                                         
          
1
 Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009. 
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alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
mempunyai peranan penting  
Dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu 
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah 
secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha  mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kedua, 
karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang 
merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak 
dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam 
memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi 
nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.  
Dan alasan ketiga, karena mempertimbangkan perkembangan 
nasional maupun internasional, UU No. 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi 
sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di 
bidang pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengelola dan 
mengusahakan potensi mineral dan batu bara secara mandiri, andal, 
transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna 
menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.2 
Hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri 
dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur 
pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu 
                                                         
          2 H. Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Mataram, PT Raja Grafindo 
Persada, Cetakan. 1, hlm. 55. 
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memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada 
suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk 
kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar 
mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu 
area diatas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat 
dan luas sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatang-
binatang yang hidup dalam area tersebut memiliki hubungan antara satu 
dengan lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan 
lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-
tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan 
vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya.3 
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting 
dalam menunjang pembangunan Nasional. Sumber daya hutan yang 
diberikan kepada Bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. 
Memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan karbon yang 
menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia 
diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak 
terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat 
ini menjadi perhatian dunia.4 
Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan 
hard engineering (rekayasa keras) yang sangat berisiko menganggu 
                                                         
          3  http://kusumarini-endah.blogspot.com/2013/11/pengelolaan-sumber-daya-alam-secara./ diakses pada tanggal 14 Maret 2015 pukul 13:48.  
        4 
Sadino, 2011, Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana :Suatu Kajian Yuridis Normatif, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan 
Kehutanan, Jakarta.  
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lingkungan. Sehingga kegiatan penambangan seharusnya dilakukan 
secara arif dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tidak 
berlebihan dan tidak merusak lingkungan. Hal yang perlu diingat 
karena  setiap lingkungan memiliki keterbatasan. 
Hasil tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat 
diperbaharui sehingga dalam mengelolaannya harus sehemat dan 
sebaik mungkin. Upaya dalam mengatasi hal tersebut dengan 
melakukan strategi pertambangan berwawasan lingkungan sampai 
dengan proses pengolahannya sampai terus mencari sumber daya 
pengganti.5 
Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya 
sumber daya alam adalah maraknya pertambangan ilegal. Pasalnya, 
pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi 
sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti 
kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimbangan ekonomi atau bahkan 
mendorong terjadinya kemiskinan baru. Indonesia merupakan salah satu 
Negara yang kaya sumber daya alam salah satunya sumber daya dari 
hutan, dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam 
yang dapat diperbaharui diperlukan sistem pengelolaan hutan yang 
bijaksana. Laju kerusakan hutan di Indonesia saat ini sekitar 300 ribu 
hektar pertahun. Jika kita bandingkan luas hutan Indonesia pada tahun 
                                                         
          5 Ibid. 
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2009 yaitu 138 juta ha luas hutan saat ini hanya sekitar 45 juta ha. Jelas 
hutan Indonesia menurun drastis. 
Kasus penambangan yang tejadi dikawasan hutan produksi 
terbatas di wilayah Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten 
Kolaka tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. 
Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan 
masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan 
mengakibatkan kasus pertambangan yang tidak menggunakan surat izin 
dari pemerintah kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat 
mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen. 
Namun seiring berjalannya waktu, dengan keterbatasan sumber 
daya manusia dan rumitnya peraturan peraturan di Indonesia, 
menyebabkan banyaknya investor menyerah dengan keadaan tersebut, 
ditambah lagi dengan kebijakan kebijakan baru yang terkadang berbeda 
antar daerah membuat para investor seakan mati langkah dalam setiap 
langkah yang ditempuh, bahkan tidak sedikit pengusaha yang menjadi 
korban atas perbedaan kebijakan prosedur tersebut, yang mana 
digambarkan ketika para pengusaha mengirim barang ke luar negeri.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengangkatnya dalam sebuat penelitian guna penyusunan skripsi yang 
diberi judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan 
Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka  (Tanggapan atas 
Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka). 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin 
Kawasan Hutan Di Kolaka Dalam Perkara Putusan Nomor 
62/Pid.B/2014/PN.Kolaka ? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum Hakim terhadap Tindak Pidana 
Pertambangan Tanpa Izin pada kawasan Hutan di Kolaka Dalam 
Perkara Putusan nomor 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka ? 
C. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari rumusan  masalah diatas adalah:  
1) Agar mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa 
Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka. 
2) Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan 
Di Kolaka. 
2. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat pada penelitian ini adalah : 
1) Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum 
pada umunya dan hukum pidana secara khusus berkaitan 
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masalah akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Tindak Pidana 
Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka. 
2) Memberikan wawasan dan Pengetahuan khususnya kepada 
penulis dan para aktivitas akademik pada umumnya mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan penerapan tindak pidana 
pertambangan hutan secara illegal.  
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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Hukum Pidana   
       Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda yaitu Strafrech. Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. 
Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu 
dalam hal sanksinya. Didalamnya terdapat ketentuan tetang apa ang 
harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.  
       Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu 
dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian 
strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah 
hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari 
bahasa Belanda.6 
       Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana 
Hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa : 7 
“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan 
kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu 
akibat yang berupa pidana”.  
 
Selanjutnya, beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) 
mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:  
                                                         
          6 Wirdjono Projodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1 
          7 Sofjan Satrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 9. 
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a) POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan 
aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang 
dapat dihukum dan aturan pidananya.  
b) APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan 
diberikan arti: hukum pidana materil yang menunjuk pada 
perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat 
dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, 
yaitu: - bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang 
bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat 
melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan 
ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan 
kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung 
jawabkan menurut hukum. 
c) ALGRA JANSSEN, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat 
yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk 
memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang 
tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali 
sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh 
terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu 
seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang 
hukum pidana (KUHP) di kenal dalam istilah strafbaarfeit dan 
dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan 
istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan 
suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana 
atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
 Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam 
bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat kenakan hukuman ( Pidana). 
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana 
memberikan defenisi mengenai delik yakni : 8 
Delik adalah “ Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang 
yang diancam dengan hukuman oleh  undang-undang ( pidana) ,” 
 Adapun Simons masih dalam buku yan sama merumuskan 
strafbaarfeit adalah : 
       Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dlakukan dengan 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungg jawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum. 
                                                         
          8 Andi Hamzah,1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.hlm.71. 
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Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
hukum pidana.Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak 
dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan 
dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana  
a. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 
III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada peanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara,tetapi  berupa pidana kurungan 
dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan 
ancaman pidana penjara. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil dan tindak pidana materil. 
 Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
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yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan 
tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan 
atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari 
perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, 
melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya 
pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil 
sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, 
siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 
selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh 
mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya 
tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal 
pemembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum 
atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang 
terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Perihal pembedaan 
ini, akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana dengan sengaja 
(culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
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unsur kesengajaan.Sedangkan tindak pidana sengaja adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi  dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak 
pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari 
anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang 
melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam 
tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara 
materil.Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam 
KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua 
macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif 
murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau 
berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 
seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan 
aflopendedelicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang 
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dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana 
itu masih berlangsung terus, yang disebut juga 
voordurendedellicten. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai 
tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. 
 Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II 
dan buku III) sementara itu tindak pidana khusus adalah semua 
tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. 
g. Dilihat dari subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia ( tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua 
orang) dan tindak pidana propria ( tindak pidana yang dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
     Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar 
tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. 
Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang 
khususnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 
tertentu saja. 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antar tindak pidana jasa dan 
tindak pidana aduan. 
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 Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana 
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, 
tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, 
sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat 
dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya 
pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni 
korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga 
tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa 
khusus untuk pengaduan oleh yang berhak. 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentk pokok, tindak 
pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi: 
1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan  
3. Dalam bentuk ringan. 
 Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementar 
itu dalam bentuk yang diperberat dan/ atau diperingan, tidak 
mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan 
sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal 
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bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan 
unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara 
tegas dalam rumusan. karena ada faktor pemberatnya atau 
faktor peringannya ancaman pidana terhadap tindak pidana 
terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu 
menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan.  
 Sistematika pengelompokkan tindak pidana bab perbab dalam 
KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 
berdasarkan ketentuan hukum yang dilindungi ini maka dapat 
disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. untuk melindungi 
kepentingan hukum dalam kepentingan Negara, dibentuk 
rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (bab I KUHP), 
untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-
tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap 
penguasa umum (bab VIII KUHP), untuk melindungi 
kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk 
tindak pidana seperti pencurian (bab XXII KUHP), penggelapan 
(bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (bab XXIII 
KUHP) dan seterusnya. 
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3. Teori Pemidanaan  
a) Pengertian Pemidanaan  
 Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
“pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang 
penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama 
karena pempidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi 
positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat.Karena itu 
teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan 
bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan 
tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan 
tersebut. 
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan 
sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan 
sekaligus sebagai upaya pembinaan bagi upaya preventif 
terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau 
pempidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat 
beberapa tahap perencanaan sebagai berikut: 
a. Pemberian pidana oleh pembuat  undang- undang; 
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
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c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang; 
Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia 
adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur 
dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No.1 tahun 1964 Jo UU 
No.73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya 
sebagaimana yang ditentukan dalam UU No.1 tahun 1960 
tentang perubahan KUHP, UU No.16 Prp tahun 1960 tentang 
beberapa perubahan dalam KUHP, UU No.18 Prp tentang 
perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. 
Meskipun Wetboek van Strarecht (WvS) peninggalan penjajah 
Belanda sudah tidak terpakai lagi di Negara kita ini, tapi sistem 
pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, 
meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. 
Dalam masalah pempidanaan dikenal dua sistem atau cara 
yang biasa diterapkan dari jaman W.v.S belanda sampai dengan 
sekarang yakni dalam KUHP: 
1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya 
didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat 
ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya 
mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus 
dilakukan dibalik tembok penjara. 
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina 
untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 
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            Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para 
ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai 
pempidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pempidanaan itu 
dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi teori pempidanaan dapat 
dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu : 
1. Teori absolut atau teori pembalasan ( vergeldings theorien), 
2. Teori relatif atau teori tujuan ( doel theorien), 
3. Teori gabungan ( vernegings theorien). 
 
b) Teori tentang tujuan pemidanaan  
1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana 
adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau 
vergeltung). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang 
mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, 
Herbart, Stahl, dan Leo Polak. 
Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau 
suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak 
menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap 
penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak 
dijatuhkan. 
Menurut Stahl mengemukakan bahwa:9 
                                                         
          9 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana dan stelsel pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.155. 
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Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan 
tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai 
abdi atau wakil tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib 
memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap 
pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan 
pidana terhadap pelanggarnya 
 
Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa:10 
Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai 
these). Jika seseorang melakukan kejahatan atau 
penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari 
kenyataan adanya hukum (anti these), oleh karena itu harus 
diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya 
(synthese) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali 
tegaknya hukum (these). 
 
Pendapatlain dikemukakan oleh Herbart bahwa:11 
Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan 
ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan 
masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut 
aethesthica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang 
setimpal pada penjahat pelakunya. 
2. Teori Relatif atau teori tujuan (Doel Therien). 
 Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar 
hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu 
sendiri. Oleh karena itu pidana itu mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan 
pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (de 
handhaving der maatshappeljikeorde). 
                                                         
          10 Ibid., hlm.156. 
          11  Ibid. 
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          Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham 
yang merupakan aliran – aliran dari teori tujuan yaitu prevensi 
khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa 
pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud 
mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakuan 
tindak pidana lagi. Sedangkan prevnsi umum bahwa engaruh 
pidana adalah untuk mempengaruhi tingakah laku anggota 
masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. 
3. Teori Gabungan ( Vereningingstheorien)  
Teori absolut dan teori relative tentang 
pempidanaan,muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui 
adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana,akan tetapi di 
pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsure 
memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori 
ketika ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori 
absolut dan teori relative. 
Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat 
perbedaan pendapat dikalangan para ahli ( hukum pidana ), 
ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin 
unsur pembalasan dan prenvensi seimbang. Yang pertama, 
yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, 
Pompe menyatakan :12 
                                                         
          12 Andi hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Pradnya Paramit, Jakarta, hlm. 36. 
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“Orang tidak menutup mata pembalasan. Memang, pidana 
dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri 
– cirinya , dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana 
adalah suatu sanksi – sanksi itu.” 
Adapun Teori –teori Pempidanaan yaitu tujuan pidana yang 
biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni:  
1. Reformation  
Berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi 
orang baik dan berguna bagi masyarakat .Masyarakat akan 
memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang 
merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung 
dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.  
2. Restraint  
Berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan 
tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti 
masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga 
kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan 
berapa lama terpidana harus diperbaiki dalam penjara yang 
bersamaan dengan itu ia tidak berada ditengah-tengah 
masyarakat.   
3. Retribution  
Yakni pembalasan terhadap pelanggar karena telah 
melakukan kejahatan.sekarang ini banyak dikritik sebagai 
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sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan 
masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro 
pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang 
menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat 
seperti reformasi itu membuat magna carta bagi penjahat 
(Magna Charta For Law Breaker). 
4. Deterrence  
           Yakni menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa 
sebagai invidual maupun orang lain yang potensial menjadi 
penjahat akan jera atau takut untuk elakukan kejahatan, 
melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, bagi yang 
mengkritik teori ini merupakan bahwa sangat kurang adil jika 
untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan 
terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu. 
 
C.  Pertambangan 
a. Definisi Pertambangan  
 Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh atau 
sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan 
dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan 
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 
kegiatan pasca tambang. Defenisi ini menunjukkan bahwa kegiatan 
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pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu 
juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya. 
b. Ketentuan Perundang- undangan tentang Pertambangan 
dalam hukum positif  
Ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
mineral dan batubara (“UU Pertambangan mineral dan batubara”). 
Pasal 78 ayat (5) tentang Pertambangan mineral dan Batubara  
“ Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf 
f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( lima milyar 
rupiah)” . 
 
Pasal 50 ayat 3 huruf e tentang Pertambangan mineral dan 
Batubara  
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di 
dalam hutan memiliki hak atau izin dan pejabat yang berwenang 
 
Pasal 55 ayat (1) KUHpidana : 
 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 
yang turut serta melakukan perbuatan; 
2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. 
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c.    Hukum Pertambangan  
 Hukum pertambangan merupakan salah satu satu bidang 
kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. 
Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas 
dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: 
 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan rakyat” 
 Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang 
bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan 
industri pertambangan dan untukmeminimalkan konflik antara 
perusahan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat 
umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk 
melakukan kegiatan pertambangan. 
Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh 
Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan 
adalah : 
      “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
kewenangan    Negara dalam pengelolaan bahan galian 
(tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara 
Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.13 
        Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai 
                                                         
          13 Salim HS, 2010, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo. hlm.8. 
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kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 
diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara. 
          Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam  landasan 
filsofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 
2009,yaitu :  
1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara; 
2. Pengusaan Negara; 
3. Tujuan penguasaan Negara.  
        Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewengan 
untuk mengusai sumber daya mineral dan batubara. Makna 
pengusaan Negara ialah : 
Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh 
(Volldigebevoegdheid) untuk menetukan kebijaksanan yang 
diperlukan dalam bentuk mengatur (regelan), mengurus ( 
besturen) dan mengawai ( toezichtouden) penggunaan dan 
pemanfaatan sumber daya alam nasioanal.14 
                                                         
          
14
 Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Yogyakarta : UII press .hlm. 219. 
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       Pada hakekatnya, tujuan pengusaan Negara atas sumber 
daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi 
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan 
kesehateraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang 
menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara,yaitu :  
1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, 
dan berdaya saing.  
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara 
secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;  
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan 
baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam 
negeri ;  
4. Mendukung dan menumbuh kembangan kemampuan nasioanl 
agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan 
internasional;  
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan 
Negara, serta mencipatkan lapangan kerja untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat;  
6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan 
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. ( Pasal 3 
Undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan 
Mineral dan Batubara ). 
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d. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan  
      Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana 
illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, 
yang sebagaian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha 
pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan 
kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana 
tersebut adalah sebagai berikut:15 
1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin 
Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara 
mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kakayaan alam 
yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan 
hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan 
pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu 
dari Negara/pemerintah. 
Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak 
memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang 
diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang 
Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap 
orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, 
atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 
ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) 
                                                         
     15 Gatot Supramono. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1 hal 248 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 
paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)” 
2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu  
Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan 
data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh 
pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, 
laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil 
tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 
Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar 
sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP 
tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya 
dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, 
terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU 
pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)16 
3) Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak 
Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha 
pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang 
dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk 
ekplorasi dan ekploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang 
                                                         
16
  Ibid.hal 249. 
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dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha 
pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci 
dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan 
sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi 
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 
angka 15) 
Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan 
didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau 
IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut 
merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman 
berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana 
dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)17 
4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak 
melakukan kegiatan operasi produksi. 
Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada 
prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali 
tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan 
akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa 
kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi 
dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam 
melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus 
                                                         
17 Ibid  
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sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru 
eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP 
eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh 
melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP 
produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 
UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00,-. 
Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk 
mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika 
melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung 
melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi 
pemegang IUP eksploitasi.18  
5) Tindak pidana pencucian barang tambang 
Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya 
pencucian uang atau money loundering, dimana uang yang 
berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa 
keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang 
pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, 
penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para 
penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi 
                                                         
18
  Ibid.hal.250  
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hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan 
barang tambang yang sah.  
Tindak pidana pencucian barang tambang (mining 
loundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 
Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak 
mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di 
daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi 
petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif 
dengan kerjasama antara aparat kementrian pertambangan, 
pemerintaah daerah setempat, dan kepolisian.19 
6) Tindak pidana mengahalangi kegiatan usaha pertambangan 
Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari 
pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya 
sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan 
usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancer 
karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. 
Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan 
jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, 
sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi 
rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes 
                                                         
19
  Ibid. hal 251. 
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dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan 
tidak diteruskan.  
Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha 
pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam 
dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan  
pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling 
banyak Rp100.000.000,00,-.  
Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan 
pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, 
sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko 
sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko 
yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju 
proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat 
akan senang.20 
7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan 
wewenang pejabat pemberi izin. 
Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak 
ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh 
penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan 
juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada 
pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : 
“setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang 
                                                         
20  Ibid . 
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bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan 
kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun 
penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”. 
Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi 
terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang 
perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan 
diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja 
dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan 
semestinya.21 
8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum 
Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu 
organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. 
Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta 
pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan 
yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta 
pendiriannya dilakuakn oleh menteri hukum dan HAM dan 
diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum 
kegiataannya di lakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan 
hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat 
menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab dalah 
pengurusnya.  
                                                         
    21  Ibid.hal 252. 
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Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum 
dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada 
Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian 
dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan 
hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian 
badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap 
badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang 
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan 
dalam wilayah Negara kesatuan RI.  
Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh 
suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah 
badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim 
selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap 
pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut 
dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan 
ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang 
dijatuhkan. 
Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman 
tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin 
usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. 
9) Pidana tambahan 
Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan 
hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang 
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pertambangan diatas yang dijatuhi pindana penjara dan denda 
merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut 
pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa : 
a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan 
tindak pidana 
b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 
c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak 
pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin 
usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.22 
D.  Izin Usaha Pertambangan  
     Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang 
atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat 
diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :  
a. illegal mining  
iligal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau 
masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.  
b. legal mining  
legal mining merupakan kegiatan pertabangan yang dilakukan oleh 
badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). 
Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa 
                                                         
    22  ibid. 
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inggris yaitu mining permit . (IUP) merupakan.“ izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan” ( pasal 1 angka 7 UU Nomor 
4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba) “23 
Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan : 
1. adanya izin;  
2. usaha pertambangan  
izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan 
pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan.Usaha 
pertambangan atau mining business merupakan :  
Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang  
Meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,ekploitasi, 
eksploritsi, Studi kelayakan ( feasibility study), kontruksi, 
penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 
penjaulan, serta kegitan pasca tambang.24 
      Dalam ketentuan umum Undang- undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah 
didefiniskan pengertian dari delapan tahap kegiatan pengusahaan 
mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan 
pertambangan untuk mengetahui; 
1. Kondisi geologi regional, 
2. Indikasi adanya mineralisasi.  
        Kondisi geologi regional merupakan keadaan stuktur dan 
                                                         
          23 Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertamabangan Mineral dan Batubara. 
          24 Pasal 1 angka 6 Undang-undang  nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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kompisisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu.Indikasi adanya 
mineralasasi merupakan tanda – tanda adanya bahan mineral yang 
terdapat pada suatu wilayah pertambangan. 
       Ekplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan 
untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang : 
1. Lokasi bahan galian; 
2. Bentuk bahan galian; 
3. Dimensi bahan galian; 
4. Sebaran bahan galian; 
5. Kualitas dan sumber daya teruktur dari bahan galian dan;  
6. Lingkungan sosial dan lingkungan hidup.  
1. Izin Pertambangan Rakyat ( IPR)  
      Kegiatan pertambangan tidak hanya dberikan hak kepada BUMN, 
Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk 
setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. 
Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui 
Izin pertambangan rakyat ( IPR).  
         Pengertian izin pertambangan rakyat, dijampui dalam Pasal 2 
ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 
2001 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 23 
tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 
1967 tentang ketentuan –ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat 
(3) berbunyi :  
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     Surat keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa 
pertambangan yang diberikan oleh Bupati /Walikota kepada rakyat 
setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-
kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi 
tahap kegiatan penyelidikan umum,ekspitasi,eksplorasi,pengelolahan 
dan  pemurnian serta  pengangkutan dan penjualan 
 
      Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 
angka 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan 
Mineral dan Batubara. Izin pertambangan rakyat merupakan:  
izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah 
pertambangan rakyat dngan luas wilayah dan investasi terbatas. 
Unsur-unsurnya,meliputi :  
1. Adanya izin, 
2. Adanya usaha pertambangan, 
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat,  
4. Luas wilayah terbatas dan 
5. Investasi terbatas.  
        Izin merupakan pernyataan yang mengabulkan atau persetujuan 
yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan 
pertambangan. Usaha perambangan merupakan kegiatan dalam 
rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan 
kegiatan:  
1. Penyelidikan umum; 
2. Ekploitasi; 
3. Studi kelayakan;  
4. Kontruksi; 
5. Penambangan; 
40 
 
6. Pengelolah dan pemurnian ; 
7. Pengakutan dan penjualan serta  
8. Pascatambang.  
2. Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat  
        Izin pertambangan Rakyat salah satu izin yang diberikan oleh 
bupati/walikota dalam pemberian izin tersebut, bupati/walikota 
berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Undang-undang yang mengatur izin pertambangan rakyat 
yaitu : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara. 
         Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang izin pertambangan 
rakyat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 
pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut :  
1. Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan izin pertambangan 
rakyat  
2. Pasal 1 angka 32 , memuat tentang rumusan wilayah 
pertambangan rakyat  
3. Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat 
dilaksanakan dalam suatu Wilayah pertambangan rakyat . 
4. Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambagan 
rakyat . 
5. Pasal 22 , mengatur tentang criteria untuk menetapakan wilayah 
pertambangan rakyat. 
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6. Pasal 24,  mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan 
tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan 
sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk 
ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat.  
7. Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai 
pedoman,prosedur,dan penetapan wilayah pertambangan 
rakyat. 
8. Pasal 26, mengatur tentang mengenai criteria da mekanisme 
penetapan wilayah pertambangan rakyat. Yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah kabupaten/kota.  
9. Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan 
dalam bentuk izin pertambangan rakyat.  
10. Pasal 67 , mengatur tentang orang-orang yang berhak 
mengajukan izin pertambangan rakyat. 
11. Pasal 68 , mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat.  
12. Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang izin pertambangan 
rakyat.  
13. Pasal  70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang 
izin pertambangan rakyat.  
14. Pasal 72, mengatur mengenai tata cara pemberian izin 
pertambangan rakyat yang diatur dengan peraturan daerah 
kabupaten/kota.  
15. Pasal 73 , mengatur tentang pembinaan.  
42 
 
16. Pasal 104, mengatur tentang larangan pengelolahan dan 
pemurniaan. 
17. Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak 
yang harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat.  
 
E. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.  
      Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan 
peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam 
menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, 
kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan 
dampak negatif. 
         Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan 
pertambangan, dari sejak kegiatan ekploitasi sampai dengan 
kegiatan penetapan tambang ( mine clousure). Dampak yang 
disajikan oleh Joseph F. Catrilli adalah berkaitan dengan dampak 
kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak 
Lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase  
kegiatan eksplorasi, meliputi :  
1. Terjadi pembongkaran tanah ; 
2. Menumpuknya sampah ; 
3. Terjadi erosi dijalan raya pada saat dilakukan penggalian ; 
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen ; 
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5. Pencemaran / polusi udara ; 
6. Parit mengandung udara ; 
Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan 
penambangan ( in the mining and milling phase ), meliputi :  
1. Hilangnya habitat satwa liar dan ; 
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat local ; 
3. Terjadi pengikisan ( erosi ) dan pengendapan ( sedimentasi ) 
sungai dan danau . Terjadi kerusakan pada pengaman racun 
pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan 
limbah ; 
4. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam 
berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida 
selama proses operasi ; 
5. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukan dan air tanah ; 
6. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan– 
batuan pada wilayah pembuangan limbah ; 
7. Terjadi kebisingan dan debu. 
F. Pengertian Hutan 
     Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan 
forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, 
dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti  
pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu 
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daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup 
binatang buas dan burung-burung hutan. 25 
      Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah “Sejumlah 
pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga 
suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi 
menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-
tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup 
luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical)”.26 
          Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 
tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, hutan diartikan sebagai “suatu 
lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang 
secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta 
lingkungannya,  dan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hutan.”  
Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU 
Nomor 41 tahun 1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 
pepohonan dalam persetujuan alam lingkungannya, yang satu dengan 
yang lainnya tidak dapat dipisahkan.” Dalam hal ini menggunakan 
pengertian hutan menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999 
tentang kehutanan. Sedangkan pengertian hutan menurut Pasal 1 ayat 
(1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok 
                                                         
          25 Salim HS, 2003, Dasar-dasar Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 40. 
          26 Ibid.,  hlm. 41. 
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Kehutanan hanya penulis gunakan sebagai pembanding saja. Ada 4 
unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu:  
1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.  
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.  
3. Unsur lingkungan.  
4. Unsur penetapan pemerintah 
Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, ditentukan empat jenis 
hutan yaitu: Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU Nomor 41 
Tahun 1999).  
Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah 
suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) 
antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan 
pengelolaan,pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. 
Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:  
a) Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan 
negara adalah:  
a. Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya 
kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap).  
b. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.  
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c. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang 
pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat. 
b) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak 
atas    tanah (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999). 
G. Hubungan Hukum Pertambagan Mineral dan batubara dengan 
Hukum Kehutanan.  
        Hukum pertambangan mineral dan batu bara mempunyai 
hubungan yang erat dengan hukum kehutanan. Hubungan itu erat 
kaitannya dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha 
pertambangan, baik mineral maupun batu bara. Dalam Pasal 38 
Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah diatur 
tentang penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar 
kegiatan kehutanan. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi: 
(1) jenis kawasan hutan yang dapat digunakan untuk kepentingan 
pembangunan diluar kehutanan, yaitu kawasan hutan produksi dan 
kawasan hutan lindung, (2) jenis kawasan hutan yang digunakan 
tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan 
hutan, dan (3) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai. 
 Walaupun dalam ketentuan diatas, dibolehkan untuk menggunakan 
kawasan hutan, baik produksi maupun lindung untuk pembangunan 
diluar kehutanan, namun dalam ketentuan ayat (3) ada larangan yang 
tidak membolehkan menggakan kawasan hutan lindung dengan pola 
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pertambangan terbuka. Sementara itu, dalam peraturan pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan untuk 
kepentingan pembangunan diluar kehutanan. Penggunaan kawasan 
hutan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan 
strategis yang tidak dapat dielakkan. Salah satu kepentingan 
pembangunan diluar kegiatan kehutanan itu, yaitu kegiatan di bidang 
pertambangan. 27 
Pengguaan kawasan hutan kegiatan pertambangan dapat dilakukan 
dalam: (1) kawasan hutan produksi dan (2) kawasan hutan lindung.28 
Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang yang sudah 
berumur 137 tahun, yaitu sejak di undangkannya Reglemen Hutan 
1965.  Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari 
boswezen Recht 
( Belanda) atau Forrest Law ( Inggris). Menurut hukum inggris Kuno 
yang disebut Forrest law ( Hukum Kehutanan) adalah : “ the system or 
body of old law relating to the royal forrest “ 29 
Artinya suatu sistem atau tatanan  hukum lama yang berhubungan 
dan mengatur hutan – hutan kerajaan.  
         Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan 
bahwa  
                                                         
          27 Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 
          28 Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 
          29 Campbell Black,1979, Black’s Dictionary, Depertemen kehutanan, hlm. 584. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Untuk memperoleh data yang diperlukan,berhubungan dengan 
masalah yang akan dibahas,maka penulis melakukan penelitian 
diPengadilan Negeri Kolaka Sulawesi Tenggara, pemilihan Lokasi 
didasarkan atas pertimbangan bahwa pada penelitian ini,yang 
menjadi Responden adalah didasarkan Ketua Pengadilan Negeri 
Kolaka atau ditunjuk oleh beliau.  
B. Jenis dan Sumber Data  
            Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
a) Data primer 
 Yaitu data yang  akan diperoleh secara langsung dari sumbernya 
mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan,melalui 
wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki 
keterkaitan dan kompentsi permasalahan yang ada. 
b) Data sekunder 
 Yaitu data –data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan 
literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan 
C. Teknik pengumpulan data  
    Dalam usaha pengempulan data penulis melakukan penelitian 
dengan cara : 
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a) Penelitian Lapangan ( field research) 
yakni penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim 
pengadilan Negeri Kolaka,yang menangani perkara yang menjadi 
objek penelitian.  
b) Penelitian Kepustakaan (libarary research) 
yakni penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-
buku ilmiah, majalah dan bahan kepustakaan lain yang mempunyai 
kaitan dengan penulisan skripsi 
 
D. Analisis data  
           Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik 
data primer maupun data sekunder  merupakan data yang sifatnya 
kualitatif,maka teknik analisa data yang digunakan pun adalah analisa 
kulaitatif,dimana proses pengolahan datanya yakni setalah data 
tersebut telah terkumpul dan dianggap cukup. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan. 
a. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum  dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 
78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999  tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU 
Nomor 19 tahun  2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUH Pidana yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1) Unsur setiap orang. 
2) Unsur Dengan Sengaja Menebang Pohon Atau Memanen Atau 
Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Izin 
Dari Pejabat Yang Berwenang 
3) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang 
turut serta melakukan perbuatan itu. 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
Ad.1 Unsur Setiap  Orang. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang 
adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun 
badan usaha, dalam hal ini Terdakwa adalah subyek hukum orang 
pribadi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan 
karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan 
identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk 
menghindari terjadinya salah subyek; 
Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di 
persidangan terbukti bahwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA 
adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut 
Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh 
terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa 
telah cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan 
terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum 
Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala 
tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan 
demikian unsur Setiap Orang in telah terpenuhi dan terbukti ; 
Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menebang Pohon Atau Memanen 
Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki 
Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang. 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 
menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, 
melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir 
seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur 
sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" : 
 Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan 
dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu; 
 Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu 
perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu 
apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan 
dia mengetahui pula bahwa perbuatan` yang hendak 
dilakukannya adalah melawan hukum ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud HasiI hutan adalah 
benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang 
berasal dari hutan (vide Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan) dan diperjelas pula oleh 
penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan hasil hutan dapat beupa Hasil hutan tersebut 
dapat berupa: 
a. Hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, 
rumput-rumputan, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, 
serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh 
tumbuh-tumbuhan di dalam hutan 
b. Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil 
penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, 
serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya; 
c. Benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu 
kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun 
hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-
lain yang tidak termasuk benda-benda tambang; 
d. Jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, 
jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain; 
e. Hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan 
bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang 
merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, 
kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud hutan adalah satu 
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya 
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan 
(vide Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan), sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan 
Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan 
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai 
hutan tetap (Vide Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan); 
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Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan 
terdakwa dalam unsur ini terbuti atau tidak, maka perbuatan 
terdakwa harus dikostatir, dikualifisir dan dikonstituir berdasarkan 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan 
keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, keterangan Terdakwa dan barang 
bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan 
Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan adalah: 
 Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Terdakwa AMIR 
BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA bersama SYAMSUL BACHTIAR 
Bin ABDUL RAHIM BUANG bertempat di Desa Muara Lapao-
pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka telah menebang pohon 
di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang.  
 Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 
Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan 
(1UP), tertanggal 13 Desember 2010, PT. Waja Inti Lestari 
(WIL) diberi ijin untuk melakukan penambangan mineral logam 
(biji nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo 
Kabupaten Kolaka. 
 Bahwa namun wilayah wilayah IUP Operasi Produksi tersebut 
sebagian berada dalam Areal kawasan hutan Peggunaan Lain 
(APL) dan sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan 
Lindung (HL) sehingga sebelum melakukan kegiatan 
penambangan harus mendapatkan izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan dari Menteri Kehutanan RI. 
 Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor SK.815/Menhut-I1/2013, tentang Izin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji 
Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi 
Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di 
Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 
Ha, tertanggal 18 Nopember 2013, maka Menteri Kehutanan 
memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan 
Operasi produksi Biji Nikel dan sarana penunjangnya pada 
Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti 
Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi 
Tenggara seluas 40,04 hektar. 
 Bahwa sebagai pemegang IUP SYAMSUL BACHTIAR Bin 
ABDUL RAHIM BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti 
Lestari di Kolaka kemudian melakukan kerjasama dengan 
dengan PT. Emin Indonesia yang diwakili Terdakwa melalui 
Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore 
antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia 
tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin Indonesia diberi 
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hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara 
Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas + 16,5 
Ha. 
 Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti 
Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari 
dengan PT. Emin Indonesia, terdakwa kemudian menyewa alat 
berat berupa excavator dan buldozer berikut operatornya, 
selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan merobohkan 
pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer. 
 Bahwa kemudian Tim dari Kementerian Kehutanan 
mendapatkan laporan dari kepada UPTD yang melaporkan ada 
perusahaan yang melakukan, penambangan didalam lokasi 
hutan, maka menindaklanjuti laporan tersebut Tim dari 
Kementerian Kehutanan turun ke lokasi dimana PT. Emin 
Indonesia melakukan penambangan dan diperoleh koordinat 
sebagai berikut: 
 
No. 
Titik Koordinat 
Keterangan 
X Y 
1.  308438 9570003 Base camp PT. EMIN 
2.  309009 9569832 Jety PT.EMIN 
3.  308514 9569986 Stockfile PT. EMIN 
                Sumber : Putusan nomor 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka 
 
 Bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan mencocokkan 
dengan Surat keputusan Menteri Nomor Kehutanan Nomor: 
SK.465/Menhut-I1/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang 
perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan 
Kawasan hutan seluas   110.105(seratus sepuluh ribu seratus 
lima) hektar dan Perubahan antar fungsi kawasan Hutan seluas 
± 115,111 (seratus lima betas ribu seratus sebelas hektar di 
Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ternyata dari titik-titik kordinat 
yang diambil masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas 
dimana dalam pemanfaatannya harus memiliki Izin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dal Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia, dan lokasi PT. Emin Indonesia tersebut tidak sesuai 
dengan Peta yang merupakan lampiran Keputusan Bupati 
Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 
dan Peta yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor: SK1815/Menhut-I1/2013 tanggal 18 
Nopember 2013. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas 
dapat diketahui bahwa SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM 
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BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari di Kolaka 
melakukan kerjasama dengan dengan PT. Emin Indonesia yang 
diwakili Terdakwa melalui Perjanjian Kerjasama Royalti 
Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari 
dengan PT. Emin Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana 
PT. Emin Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore 
Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten 
Kolaka seluas + 16,5 Ha, merupakan hal yang dikehendaki oleh 
terdakwa dan terdakwa sadar akan akibat yang diharapkan yaitu 
dilakukannya penambangan dengan proses awal menebang pohon 
dan terdakwa mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak 
dilakukannya adalah melawan hukum karena terdakwa tidak 
mengindahkan adanya teguran dari Dinas Kehutanan Kolaka 
bahwa hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel di Desa 
Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas + 
16,5 Ha tidak berdasarkan atas hak yang sah, oleh karena itu 
terdakwa telah terbukti dalam delik sengaja unsur ini. 
Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian 
Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. 
Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia, terdakwa kemudian 
menyewa alat berat berupa excavator dan buldozer berikut 
operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan 
merobohkan pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan 
bulldozer, dengan demikian telah jelas pula akibat terjadinya 
kerjasama tersebut yang ditanda tangani terdakwa maka kegiatan 
penambangan dimulai dengan penebangan pohon. 
Menimbang, bahwa kemudian Tim dari Kementerian 
Kehutanan mendapatkan laporan dari kepada UPTD yang 
melaporkan ada perusahaan yang melakukan penambangan 
didalam lokasi hutan, maka menindaklanjuti laporan tersebut Tim 
dari Kementerian Kehutanan turun ke lokasi dimana PT. Emin 
Indonesia melakukan penambangan dan diperoleh koordinat 
sebagai berikut : 
 
No. 
Titik Koordinat Keterangan 
X Y 
1.  308438 9570003 Base camp PT. EMIN 
2.  309009 9569832 Jety PT.EMIN 
3.  308514 9569986 Stockfile PT. EMIN 
       Sumber : putusan nomor 62/ Pid.B/2014/PN.Kolaka 
Menimbang bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan 
mencocokkan degan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 
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SK.465/Menhut-I1/2011 tanggal 9 Agustus tentang Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 
± 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan 
Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 (seratus 
lima betas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi 
Tenggara, dan ternyata dari titik-titik kordinat yang diambil masuk 
dalam kawasan hutan produksi terbatas dimana dalam 
pemanfaatannya harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan lokasi PT. 
Emin Indonesia tersebut tidak sesuai dengan Peta yang merupakan 
lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 
tanggal 13 Desember 2010 dan Peta yang merupakan lampiran 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK/815/Menhut-
11/2013 tanggal 18 Nopember 2013. Maka dapat disimpukan 
bahwa kegiatan PT. Emin termasuk didalamnya menebang pohon 
ternyata tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang 
berwenang. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur ke-2 
(dua) diatas, dengan demikian unsur ke-2 (dua) diatas telah 
terpenuhi dan terbukti. 
Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau 
Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan 
(Pleger) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang 
dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti 
yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan 
Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh 
melakukan (doenpleger) adalah seorang pelaku tidak langsung. la 
di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara 
langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan 
perantaraan orang lain. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta (medepleger), 
menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau 
turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ; 
Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan 
terdakwa dalam unsur ini terbuti atau tidak, maka perbuatan 
terdakwa harus dikostatir, dikualifisir dan dikonstituir berdasarkan 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan 
keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, keterangan Terdakwa dan barang 
bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ; 
 
Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan adalah: 
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 Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Terdakwa AMIR 
BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA bersama SYAMSUL BACHTIAR 
Bin ABDUL RAHIM BUANG bertempat di Desa Muara Lapao-
pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka telah menebang pohon 
di hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang. 
 Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 
Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan 
(IUP), tertanggal 13 Desember 2010, PT. Waja Inti Lestari (WIL) 
diberi ijin untuk melakukan penambangan mineral logam (biji 
nikel) di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten 
Kolaka. 
 Bahwa namun wilayah IUP Operasi Produksi tersebut sebagian 
berada dalam Areal Kawasan Hutan Peggunaan Lain (APL) dan 
sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Lindung (HL) 
sehingga sebelum melakukan kegiatan penambangan harus 
mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri 
Kehutanan RI. 
 Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor SK.815/Menhut-I1/2013, tentang Izin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji 
Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi 
Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di 
Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40.04 
Ha, tertanggal 18 Nopember 2013, maka Menteri Kehutanan 
rnemberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan 
Operasi produksi biji nikel dan sarana penunjangnya pada 
Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti 
Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi 
Tenggara seluas 40,04 hektar. 
 Bahwa sebagai pemegang IUP SYAMSUL BACHTIAR Bin 
ABDUL RAHIM BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti 
Lestari di Kolaka kemudian melakukan kerjasama dengan 
dengan PT. Emin Indonesia yang diwakili Terdakwa melalui 
Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore 
antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia 
tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin Indonesia diberi 
hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara 
Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas + 16,5 
Ha. 
 Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti 
Pengolahan Tambang Nike! Ore antara PT. Waja Inti Lestari 
dengan PT. Emin Indonesia, terdakwa kemudian menyewa alat 
berat berupa excavator dan buldozer berikut operatornya, 
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selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan merobohkan 
pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer. 
 Bahwa kemudian Tim dari Kementerian Kehutanan 
mendapatkan laporan dari kepada UPTD yang melaporkan ada 
perusahaan yang melakukan penambangan didalam lokasi 
hutan, maka menindak lanjuti laporan tersebut Tim dari 
Kementerian Kehutanan dimana PT. Emin Indonesia melakukan 
penambangan dan diperoleh koordinat sebagai berikut: 
 
 
 
No. 
Titik Koordinat Keterangan 
X Y 
1.  308438 9570003 Base camp PT. EMIN 
2.  309009 9569832 Jety PT.EMIN 
3.  308514 9569986 Stockfile PT. EMIN 
                 Sumber : putusan nomor 62/ Pid.B/2014/PN.Kolaka 
 Bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan mencocokkan 
dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.465/Menhut-I1/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang 
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan 
Kawasan Hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus 
lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan 
seluas ± 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) 
hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ternyata dari titik-titik 
koordinat yang diambil masuk dalam kawasan hutan produksi 
terbatas dimana dalam pemanfaatannya harus memiliki Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari n Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia, dan lokasi PT. Emin Indonesia 
tersebut tidak sesuai dengan Peta yang merupakan lampiran 
Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 351 Tahun 2010 13 2010 dan 
Peta yang merupakan lampiran  Surat Nomor : SK1815/ 
Menhut- 11 /2013 tanggal 18 Nopember 2013. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diatas 
dapat diketahui bahwa SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM 
BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari di Kolaka 
telah melakukan kerjasama dengan dengan PT. Emin Indonesia 
yang diwakili Terdakwa melalui Perjanjian Kerjasama Royalti 
Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari 
dengan PT. Emin Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana 
PT. Emin Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore 
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Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten 
Kolaka seluas + 16,5 Ha. 
Menimbang, bahwa berdasarkan kerjasama tersebut 
kemudian PT. Emin Indonesia menyewa alat berat berupa 
excavator dan buldozer berikut operatornya, selanjutnya melakukan 
kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon dengan 
menggunakan excavator dan bulldozer. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
diatas dapat diketahui bahwa akibat dari perjanjian yang 
ditandatangani oleh Terdakwa dengan Direktur Cabang PT. Waja 
Inti Lestari mengakibatkan karyawan dari PT. Emin Indonesia 
menyewa alat berat berupa excavator dan buldozer berikut 
operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan 
merobohkan pohon-pohon dikawasan hutan, maka dapat 
disimpulkan bahwa Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari dengan 
terdakwa dianggap orang yang turut melakukan karena 
penebangan pohon tersebut akibat dari perjanjian Direktur cabang 
PT. Waja Inti Lestari dan terdakwa, dengan demikian terhadap 
unsur ke-3 diatas telah terpenuhi dan terbukti. 
HAL YANG MEMBERATKAN : 
 Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 
melindungi kawasan hutan. 
HAL-HAL YANG MERINGANKAN : 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
 Terdakwa tulang punggung keluarga. 
 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. 
 
2. Analisis Penulis 
 
Dalam kasus Putusan Nomor 62/ Pid.B/ 2014/ PN.Kolaka 
terdakwa AMIR BAKHTIAR BIN UCUP MUDIYA dinyatakan dalam 
persidangan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan 
tanpa izin dikawasan Hutan. Hakim dalam memutuskan perkara 
No.62/Pid.B/2014/PN. Kolaka dalam menerapkan Pasal 78 ayat (5) 
Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUH Pidana. 
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Melihat pertimbangan hakim oleh karena semua unsur dari 
Pasal  Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 
ayat ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
dakwaan jaksa. Selain itu dalam persidangan, majelis Hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggung jawaban pidana, baik sebagaimana alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf. 
Pertimbangan lain oleh hakim yaitu sebagai berikut : 
 
HAL YANG MEMBERATKAN : 
 Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 
melindungi kawasan hutan. 
HAL-HAL YANG MERINGANKAN : 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
 Terdakwa tulang punggung keluarga. 
 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. 
 
 
Menurut penulis, Hakim dalam memutus perkara No. 
62/Pid.B/2014/PN Kolaka sudah tepat. Tetapi berdasarkan posisi 
kasus sebagaimana telah diuraikan, maka penulis berpendapat 
bahwa tuntutan jaksa seharusnya menuntut terdakwa dengan UU 
Pertambangan Pasal 158 dan Pasal 159 serta Pasal 263 
KUHPidana tentang Pemalsuan surat. Yang bunyinya sebagai 
berikut :  
Pasal 158 UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan: 
“ Setiap Orang yang melakukan usaha penambangan tanpa 
IUP, IPR,atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 
40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat 
(5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh) tahun 
dan denda paling paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( Sepuluh 
miliar rupiah)” 
Pasal 159 UU nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan :  
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“ Pemegang IUP,IPR atau IUPK yang dengan sengaja 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), 
Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau 
menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 ( sepeluh) Tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000 ( Sepuluh miliar rupiah )”.   
 
Pasal 263 KUHPidana  
 
“ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 
yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan 
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, 
diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, karena 
pemalsuaan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun”.    
 
B. Penerapan Hukum Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam 
Kawasan Hutan. 
1. Identitas Terdakwa 
Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana 
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama 
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 
1) Nama lengkap  : AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA ; 
2) Tempat lahir  : Welala , 
3) Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Maret 1975; 
4) Jenis kelamin  : Laki-laki 
5) Kebangsaan  : Indonesia ; 
6) Tempat tinggal  : Martando Griya Asri Blok N No. 025RT  
007,Kel.Kambu, Kec Kambu Kota             
Kendari Prop. Sulawesi Tenggara; 
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7) Agama   : Islam 
8) Pekerjaan   : PNS  
2. Posisi Kasus 
Kasus penggunaan pertambangan tanpa izin dikawasan 
hutan dikabupaten kolaka Sulawesi Tenggara, perkara ini diputus di 
Pengadilan Negeri Kolaka dengan pertimbangan bahwa terdakwa 
dan sebagian besar saksi tinggal di kolaka dan kendari. Bahwa 
berawal pada terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA 
dengan SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG 
(dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 08 September 2013 
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013, bertempat di 
Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Atau 
setidak-tidaknya pada Suatu tempat yang masih termasuk dalam 
daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, baik sebagai yang 
melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menebang 
pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan 
tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
      Bahwa Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA dengan 
SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG (dilakukan 
penuntutan terpisah), pada tanggal 08 September 2013 atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013, bertempat di 
Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Atau 
setidak-tidaknya pada Suatu tempat yang masih termasuk dalam 
daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, baik sebagai yang 
melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menebang 
pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan 
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tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
 Berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 
tanggal 13 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Waja Inti 
Lestari, maka PT. Waja Inti Lestari diberi ijin untuk melakukan 
penambangan mineral logam (biji nikel) di Desa Muara Lapao-
pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, namun wilayah IUP 
Operasi Produksi sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan 
Peggunaan Lain (APL) dan sebagian berada dalam Areal 
Kawasan Hutan Lindung (HL) sehingga sebelum melakukan 
kegiatan penambangan harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI; 
 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 
SK.815/Menhut-I1/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi 
Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan 
Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak 
di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 
Ha, maka Menteri Kehutanan memberikan Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi produksi Biji Nikel dan 
sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas 
atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di Kabupaten 
Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 hektar , 
sebagaimana Peta Lampiran keputusan menteri Kehutanan; 
 SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG selaku 
Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari di Kolaka kemudian 
melakukan kerjasama dengan dengan PT. Emin Indonesia 
melalui Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang 
Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin 
Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin 
Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel 
di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka 
seluas + 16,5 Ha dengan Imbal Batik Ore Nikel sebesar USD 
9NVMT, dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama Royalti 
Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari 
dengan PT. Emin Indonesia tersebut, PT. Emin Indonesia 
diwakili oleh terdakwa; 
 Dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan 
Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. 
Emin Indonesia, terdakwa kemudian menyewa alat berat berupa 
excavator dan buldozer berikut operatornya, selanjutnya 
terdakwa rnemerintahkan rnelakukan kegiatan menebang dan 
merobohkan pohonpohon dengan menggunakan excavator dan 
buldozer, dan pohon-pohon yang ditebang dan dirobohkan 
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tersebut kemudian kayunya digunakan untuk dibuat jembatan, 
jetty dan base camp: 
 Lokasi Penambangan PT. Waja Inti Lestari dikolaka yaitu: 
No. 
Titik Koordinat Keterangan 
X Y 
1.  308438 9570003 Base camp PT. EMIN 
2.  309009 9569832 Jety PT.EMIN 
3.  309014 9570278 
Pengambilan bahan tambang 
Nikel PT. Global/KSU 
4.  309157 9570351 
Camp PT. Global/KSU Lapaka 
Indah 
5.  308479 9569357 
Camp PT. Shenniu Mining 
Indonesia/ Nibandera 
6.  308478 9569170 
Pengambilan bahan tambang 
Niket dan stokefile PT.Shenniu 
Mining Indonesia/ Nibandera 
perkasa 
7.  308495 9568963 
Jety Shenniu Mining Indonesia/ 
Nibandera Perkasa 
8.  308514 9569986 Stockfile PT. Emin Indonesia 
9.  309069 9570342 Stockfile PT. Global 
10.  308497 9569996 
Pengambilan bahan tambang 
Nikel 
Sumber : Putusan Nomor 62/ Pid.B/2014/PN Kolaka. 
 
Lokasi tersebut tidak sesuai dengan Peta yang 
merupakan lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 351 
Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Peta yang 
merupakan lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor : SK/815/Menhut-II/2013 tanggal 18 November 2013, 
karena lokasi tersebut berada di luar lokasi yang diijinkan, dan 
lokasi tersebut yaitu yang berada di Desa Muara Lapao-pao 
Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka adalah berada di kawasan 
hutan produksi terbatas. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
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sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2004 Jo 
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. 
 
4. Alat Bukti Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada 
kawasan Hutan. 
4.1 Keterangan Saksi  
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 
1. DUL WAHID Bin H.SAFII, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan 
dengan perkara kehutanan yaitu pembukaan lahan 
tambang; 
 Bahwa setahu saksi yang melakukan penambangan 
tersebut ada banyak perusahaan dan termasuk PT. EMIN 
INDONESIA dan pemilik PT. EMIN tersebut 
adalah AMIR BAHKTIAR berdasarkan keterangan salah 
seorang pekerja yang saksi temui pada waktu turun kelokasi 
untuk mengecek lahan pada bulan juli tahun 2013; 
 Bahwa saksi  turun ke lokasi tersebut bersama tim dari 
Dinas Kehutanan berjumlah 9 (Sembilan) orang, 
berdasarkan laporan dari Kepala UPTD Kec.Wolo tentang 
adanya aktifitas penambangan pada kawasan hutan yang 
terletak di kecamatan Wolo tepatnya di Desa Muara Lapao-
pao . 
 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait 
setahu saksi PT. EMIN INDONESIA tidak mempunyai izin 
untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut ; 
 Bahwa setelah tim turun ke lokasi tersebut kemudian Dinas 
Kehutanan memberikan surat teguran yang diantar oleh 
saksi sendiri dan isi surat tersebut menyuruh PT. EMIN agar 
menghentikan aktifitas penambangan karena telah 
memasuki kawasan hutan 
 Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ada aktifitas 
penambangan oleh PT. EMIN, hutan tersebut masih 
ditumbuhi dengan pohon-pohonan ; 
 Bahwa ketika dilokasi tersebut sudah ada penambangan 
dan saksi melihat ada alat berat dan base camp terbuat dari 
kayu milik PT. EMIN INDONESIA ; 
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Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
memberikan pendapat akan menanggapinya dalam 
pembelaan; 
 
2. MARISHA ANWAR, SP, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan 
dengan adanya masalah penambangan pada kawasan 
hutan tanpa izin ; 
 Bahwa saksi sebagai staf tata guna hutan pada Dinas 
Kehutanan Kab. Kolaka sejak 2009 sampai dengan 
sekarang sekarang ; 
 Bahwa pada bulan Juli 2013 ada laporan dari UPTD Lapao-
pao tentang adanya penambangan dalam kawanan hutan 
tanpa memiliki Izin; 
 Bahwa dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan 
turunnya Tim dari Dinas Kehutanan Kolaka sebanyak 10 
(sepuluh) orang yang dipimpin oleh Kepala Dinas 
Kebutanan ke Desa Muara Lapao-pao ; 
 Bahwa setelah Tim tiba dilapangan, Tim mengambil titik 
koordinat dan diploting dengan peta kawasan Hutan Sultra 
No. 465 dan didapat hasil bahwa lokasi tersebut masuk 
dalam kawasan hutan produksi terbatas ; 
 Bahwa lokasi tersebut belum ada IPPKH dari Menteri 
Kehutanan; 
 Bahwa setelah Tim sampai area tersebut sudah terbuka dan 
ada base camp berdiri datam lokasi tersebut 
 Bahwa dilokasi sudah ada PT. EMIN, Nibandera, Lapaka dll 
yang melakukan penambangan dari informasi pekerja. 
 Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada surat teguran dari 
Dinas Kehutanan Kab. Kolaka  tanggal 29 Juli 2013 untuk 
menghentikan kegiatan penambangan karena masuk dalam 
kawasan hutan produksi terbatas sehingga saksi sebagai 
tenaga teknis PT. WIL menyarankan PT. WIL dan 
perusahaan lain yang melakukan JO dengan PT. WIL untuk 
menghentikan kegiatan penambangan. 
 Bahwa saksi mengetahui ada beberapa perusahaan yang 
melakukan kerjasama/ JO (Joint Operasional) dengan PT. 
WIL antara lain PT. Nibandera Perkasa, PT. EMIN, PT. 
Sheniu, PT. Global dan KSU Lapaka Jaya. 
 Bahwa saksi pernah di-email-kan oleh Terdakwa AMIR 
BACHTIAR tentang kerjasama antara PT. EMIN dengan PT. 
WIL dan dalam Email tersebut ada tanda tangan SYAMSUL 
66 
 
BAKHTIAR selaku Direktur Cabang PT. WIL dan terdakwa 
selaku Komisaris PT. Emin Indonesia. 
 Bahwa untuk surat teguran ke PT. EMIN saksi sendiri yang 
mengantarkan langsung dan diterima oleh staf PT. EMIN 
yaitu AGUS. 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam 
pembelaan ; 
3. DR. AMIR SAHAKA, S.Pd. MS, dibawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 Bahwa saksi sebagai PLT Bupati Kolaka pada tanggal 05 
April 2013 s/d 14 Januari 2014; 
 Bahwa tugas saksi selaku PLT Bupati Kolaka meliputi 
penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan 
kehutanan. 
 Bahwa saksi  mengenal SYAMSUL BACHTIAR sebagai 
Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari (PT. WIL). 
 Bahwa saksi saat menjabat sebagai PLT Bupati Kolaka 
pernah mengeluarkan Revisi IUP PT. WIL Nomor 502 tahun 
2013 terhadap IUP Nomor 351 tahun 2010. 
 Bahwa revisi tersebut tidak merubah luas melainkan 
merubah titik koordinat dan memindahkan lokasi yang 
semula di lautan berpindah ke daratan. 
 Bahwa awalnya SYAMSUL BACHTIAR mengajukan 
permohonan revisi IUP kemudian dilakukan penelitian 
administrasi dan pertimbangan, telaah serta pendapat 
hukum dari pihak terkait/ Dinas Pertambangan Kab. Kolaka 
selanjutnya setelah persyaratan telah terpenuhi maka 
diterbitkan IUP revisi tersebut. 
 Bahwa saksi tidak pernah membaca telaah/ pertimbangan 
IUP revisi tersebut. 
 Bahwa pihak terkait menyampaikan secara lisan kepada 
saksi bahwa revisi tersebut tidak bertentangan dengan 
Undang-undang. 
 Bahwa jika revisi tersebut lokasinya masuk dalam kawasan 
hutan maka perusahaan harus/wajib terlebih dahulu 
meminta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada 
Menteri Kehutanan sebelum melakukan kegiatan 
penambangan. 
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 Bahwa dalam pengeluaran revisi tersebut tidak dibentuk 
suatu tim khusus karna telah dilakukan pertimbangan oleh 
pihak terkaft. 
 Bahwa penelaahan tersebut tidak dilibatkan dari Dinas 
Kehutanan Kab. Kolaka. 
 Bahwa saksi mengetahui ada teguran dari Dinas Kehutanan 
Kab. Kolaka untuk melarang  kegiatan penambangan di 
kawasan  hutan. 
 Bahwa saksi sebagai PLH Bupati Kolaka setelah 
mengetahui hal tersebut maka saksi memberikan 
kewenangan kepada Dinas Kehutanan Kab. Kolaka untuk 
menangani masalah tersebut karena hat itu merupakan 
tanggung jawab dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka. 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya 
dalam pembelaan ; 
 
4. SULHAM LAKODOWO,SP, dibawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi bertugas sebagai Kasi Bidang Tata Guna 
Hutan di Kab. Kolaka mulai tahun 2011 s/d 2013 dan dari 
pertengahan 2013 sampai Januari 2014 saksi menjabat 
sebagai Kepala Bidang Tata Guna Hutan di Kab. Kolaka, 
setelah, itu dari Januari 2014 sampai sekarang kembali 
menjabat sebagai Kasi Bidang Tata Guna Hutan di Kab. 
Kolaka. 
 Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Hutan Tata 
Guna Hutan Dinas Kehutanan Kolaka sesuai dengan 
Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2007 tentang penjabaran 
tugas pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kab. Kolaka 
adalah Melakukan Inventarisasi Pengendalian, pemetaan, 
penataan pemanfaatan Kawasan Hutan, pengukuran dan 
perpetaan. 
 Bahwa saksi dan berapa rekan saksi yang lain sebanyak 10 
(sepuluh) orang dari dinas Kehutanan kab. Kolaka 
mendapatkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Kehutanan 
untuk Peninjauan Lokasi Muara Lapao-pao. 
 Bahwa kawasan hutan Muara Lapao-pao adalah Kawasan 
Hutan Produksi Terbatas (HPT). 
 Bahwa saksi berangkat kelokasi pada tanggal 25 Juli 2013 
dan saksi melihat ada kegiatan Penambangan dan 
Penebangan Pohon di kawasan Muara Lapao-pao. Bahwa 
saksi tahu kawasan Hutan Muara Lapao-pao tersebut diluar 
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IUP yang dimiliki oleh PT. WIL yang Direkturnya adalah 
terdakwa Syamsul Bachtiar. 
 Bahwa saksi tahu PT. Waja Inti Lestari (WIL) mempunyai 
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan dari Bupati Kolaka 
Nomor : 351 tahun 2010 karena ada tembusan IUP terebut 
ke Dinas Kehutanan Kab. Kolaka. 
 Bahwa saksi tahu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari 
Bupati Kolaka Nomor : 351 tahun 2010 ada Ijin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sedangkan 
daerah Muara Lapao-pao tidak termasuk dalam IUP 
tersebut dan tidalk memiliki Ijin untuk dilakukan 
penambangan. 
 Bahwa setelah saksi datang kelokasi Muara Lapao-pao 
yang dilakukan penambangan dan Penebangan Pohon 
tersebut saksi dan 10 (sepuluh) anggota Tim lainnya 
langsung melakukan pengukuran dengan menggunakan 
GPS yang telah saksi bawa dari kantor dan didapatkan luas 
yang dilakukan penambangan dan penebangan pohon 
tersebut adalah seluas kurang lebih 21 Ha. 
 Bahwa untuk lokasi PT. EMIN saksi dan Tim mengambil titik 
koordinatnya yaitu X 035342 dan Y 1211636, yang mana 
dari titik koordinat ini setelah diploting dengan peta kawasan 
Hutan Sultra No. 465 didapatkan hasil lokasi tersebut masuk 
kedalam Kawasan Hutan Produksi terbatas. 
 Bahwa saksi mengetahui kawasan Muara Lapao-pao masuk 
dalam Kawasan Hutan Produksi (HPT) dengan adanya 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 465 mengenai 
Hutan Produksi Terbatas (HPT). 
 Bahwa saksi tahu setelah ada perubahan bentuk kawasan 
Hutan sesuai Permenhut Nomor 465 tahun 2011 sebagian 
IUP PT. WIL masuk dalam Kawasan Hutan Produksi 
Terbatas (H PT). 
 Bahwa saksi mengetahui awal mulai penambangan adalah 
awal tahun 2013. 
 Bahwa penambangan dalam kawasan Hutan Produksi 
Terbatas tidak boleh kecuali ada Ijin dari Menteri 
Kehutanan. 
 Bahwa saksi tahu Muara Lapao-pao juga termasuk yang 
dilakukan penambangan oleh PT. WIL. 
 Bahwa saksi tahu Muara Lapao-pao tidak termasuk dalam 
IUP Nomor 351 tahun 2010. 
 Bahwa saat turun kelokasi pada tanggal 25 Juli 2013 
tersebut, Tim mendapatkan keterangan dari karyawan/ 
pekerja disana bahwa lokasi adalah milik PT. EMIN, 
Nibandera dan Lapaka. 
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 Bahwa lokasi yang telah diclearing oleh PT. EMIN adalah 
seluas 3 (tiga) Ha, Nibandera seluas 2 (Dua) Ha dan 
Koperasi Lapaka dengan Global 7 (tujuh) Ha. 
 Bahwa ada surat teguran untuk PT. EMIN pada bulan Juli 
2013 yang dibawa langsung oleh staf saksi. 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya 
dalam pembelaan ; 
 
5. UDDIN TOLI, SP, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut :  
 Bahwa saksi bertugas pada Dinas Kehutanan Kab. Kolaka 
tahun 2013 ini sebagai Kepala Bidang Perlindungan sampai 
dengan sekarang. 
 Bahwa saksi mengetahui tentang adanya laporan masalah 
pembuatan jalan pada kawasan hutan tanpa ijin oleh PT. 
WIL di Muara Lapao-pao, setelah mendapat surat 311 
UPTD Wolo tanggal 12 Juli 2013 yang ditujukan kepada 
Dinas Kehutanan kolaka. 
 Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan tadi saksi tim 10 
(sepuluh) orang rombongan termasuk Kepala Dinas 
Kehutanan Kolaka meninjau kelokasi tambang di Muara 
Lapao-pao pada tgl 23 Juli 2013. 
 Bahwa pada waktu saksi dan Tim turun kelokasi, saksi 
melihat ada buldoser yang merobohkan pohon-pohon. 
 Bahwa kemudian saksi menuju kelokasi penambangan dan 
saksi melihat ada beberapa unit Excavator dan Buldoser 
yang sedang beroperasi. 
 Bahwa saksi dan Tim langsung memerintahkan kepada 
pekerja untuk menghentikan kegiatan. 
 Bahwa Lokasi tersebut belum memiliki IPPKH dari Menteri 
Kehutanan. 
 Bahwa dilokasi Muara Lapao-pao tersebut saksi juga 
melihat ada 2 (dua) buah base camp yang menurut pekerja 
adalah milik terdakwa AMIR BACHTIAR Direktur PT. EMIN. 
 Bahwa dari peninjauan kelokasi bulan tersebut ditindak 
lanjuti dengan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali pada 
bulan Juli 2013, yang pertama saksi tidak ingat tanggalnya, 
yang kedua tanggal 29 Juli 2013 yang ditujukan kepada PT. 
WIL dengan tembusan antara lain PT. EMIN. 
 Bahwa setelah diperlihat kepada saksi surat teguran yang 
pertama saksi baru ingat, dan saksi mengatakan bahwa 
teguran yang pertama di Babarina dan yang kedua di Muara 
Lapao-pao adalah sama, karena dulunya namanya adalah 
Babarina dan sekarang bernama Muara Lapoa-pao. 
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 Bahwa surat teguran tersebut tidak dijalankan oleh PT. WIL 
dan PT. lainnya termasuk PT. EMIN. 
 Bahwa setelah itu sekira akhir tahun 2013 saksi dan Tim 
dari Dinas Kehutanan kembali mendatangi lokasi 
penambangan PT. EMIN di Muara lapao-pao, dan pada saat 
itu aktivitas penambangan telah ada. 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya 
dalam pembelaan ; 
 
6. SYAMSUL BAHRI Als RIRIN Bin ABD RAHIM, dibawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 Bahwa sejak tahun 2013 saksi bekerja pada PT. EMIN 
Indonesia yang bergerak dibidang Pertambangan Nikel. 
 Bahwa pada PT. EMIN Indonesia saksi bertugas sebagai 
Wakil Manager Operasional dengan tugas mengerjakan hal 
lain diluar Area pertambangan, namun apabila Manager 
Operasional yang dijabat oleh WAYAN DIANA tidak berada 
ditempat maka tugas saksi yakni juga ikut mengontrol 
semua kegiatan penambangan Nikel diapangan, mulai dari 
penggalian sampai pengangkutan dan pekerjaan ini saksi 
langsung melapor kepada terdakwa AMIR BAKTIAR selaku 
Komisaris PT. EMIN Indonesia. 
 Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. 
EMIN Indonesia dimulai pada bulan September 2013, 
berdasarkan perjanjian kerjasama Royalti Pengolahan 
tambang nikel ore antara PT. Waja Inti Lestari (WIL) dengan 
PT. EMIN Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur PT. 
WIL Syamsul Bachtiar dan terdakwa AMIR BAKTIAR selaku 
yang mewakili PT. EMIN Indonesia pada tanggal 2 
September 2013. 
 Bahwa penandatangan Kerjasama antara PT. WIL dengan 
PT. EMIN Indonesia itu disaksikan sendiri oleh saksi dan 
Muchlis dari PT. WIL. 
 Bahwa PT. WIL memberikan hak penambangan kepada PT. 
EMIN Indonesia pada areal seluas 16,5 Ha diwilayah Kec. 
Wolo Desa Muara Lapao-pao Kab. Kolaka. 
 Bahwa awalnya areal kerjasama antara PT. WIL dengan 
PT. EMIN Indonesia masih berupa hutan lebat kemudian 
baru dilakukan pembersihan lahan dengan cara menebang 
pohon dengan Buldozer dan penambangan dilakukan 
dengan penggalian dengan excavator. 
 Bahwa sebelum penebangan hutan base camp sudah ada 
dan yang membuat base camp adalah PT. EMIN. 
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 Bahwa sewaktu saksi sedang kerja di lokasi Penambangan 
tersebut apakah pernah ada petugas Kehutanan yang 
datang. 
 Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian kerjasama antara 
PT.WIL dengan PT.EMIN INDONESIA dan yang mewakili 
PT.EMIN INDONESIA pada saat penandatanganan 
perjanjian kontrak tersebut adalah terdakwa AMIR 
BAKHTIAR serta setahu saksi pemilik dari PT. EMIN adalah 
terdakwa. 
 Bahwa PT. EMIN sudah melakukan Pengapalan sebanyak 3 
kali dan satu kali pengapalan sebanyak 50 ribu metric ton. 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya 
dalam pembelaan ; 
 
7. PATINTINGAN, SP, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi bertugas sebagai kepala seksi Pengamanan 
Hutan Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kolaka 
pada tahun 2011 sampai tahun 2013. 
 Bahwa pada bulan Juni 2013 saksi mendapat laporan dari 
Awaludin yang bertugas sebagai Polisi kehutanan di UPTD 
Kec. Wolo bahwa telah terjadi aktifitas perlambangan dalam 
Kawassan Hutan Produksi terbatas yang dilakukan oleh 
PT.Global Mandiri, 
 Bahwa saksi dan Tim dari Dinas Kehutanan Kolaka pernah 
mendatangi tempat penambangan di Muara Lapao-pao 
pada tanggal 20 Desember 2013, dan saat itu saksi dan tim 
menemukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 
Excavator kuning dan hijau sebanyak 16 unit dan buldozer 1 
unit. 
 Bahwa saksi dan tim dari dinas kehutanan Kolaka langsung 
memerintahkan untuk menghentikan kegiatan melalui lelaki 
SARMAN kepala kendaraan PT. EMIN Indonesia. 
 Bahwa perintah untuk penghentian kegiatan penambangan 
PT. EMIN Indonesia tersebui karena tidak memiliki Ijin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). 
 Bahwa menurut SARMAN kepala kendaraan PT. EMIN 
Indonesia, PT. EMIN Indonesia adalah Joint Operation (JO) 
dari PT. WIL. 
 Bahwa Dinas Kehutanan Kolaka pernah membuat Surat 
teguran Nomor 568 tanggal 16 Juli tahun 2013 yang 
ditujukan kepada Direktur PT. EMIN Indonesia, Direktur PT. 
BMM, Direktur PT. Global dan Pimpinan Lapaka Indah 
untuk menghentikan kegiatan penambangan karena belum 
memiliki IPPKH. 
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 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Dinas Kehutanan Kolaka 
kembali membuat Surat Teguran yang ditujukan kepada PT. 
WIL. 
 Bahwa berdasarkan laporan dari UPTD Kec. Wolo surat 
teguran tersebut tidak dipatuhi. 
 Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas di kawasan 
Provinsi Sulawesi tanggara telah ditunjuk oleh Menteri 
Kehutanan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 465 tahun 2011. 
 Bahwa saksi melihat banyak kayu yang berserakan di 
sekitar lokasi pertambangan sewaktu saksi kelokasi dan 
saksi juga melihat sudah ada base camp dalam lokasi 
tersebut serta saksi-saksi menemukan excavator sat TIM 
turun kelokasi tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa 
yang membuka lahan pertama kalinya. 
 Bahwa saksi mengetahui bahwa Lokasi tersebut masuk 
dalam kawasan Hutan Produksi Dengan menggunakan 
GPS yang dicocokkan dengan SK Menteri kehutanan. 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya 
dalam pembelaan; 
 
8. JUNAEDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut :  
 Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang saksi bekerja di 
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari 
Sulawesi Tanggara. 
 Bahwa tugas pokok saksi adalah pengukur dan Pemeta 
Kawasan Hutan pada seksi pemolaan Kawasan Hutan, 
BPKH XXII Kendari. 
 Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 saksi bersama 
Tim Penyidik Kementerian kehutanan, dari kendari dan 
Kolaka turun kelokasi penambangan di daerah Wolo Muara 
lapao-pao. 
 Bahwa pada saat turunnya tim pada Bulan Desember 2013 
tersebut terkait dengan laporan kejadian perkara Nomor 
LK.11 tanggal 20 Nopember 2012, dimana telah terjadi 
penambangan oleh PT. WIL dengan PT. lainnya, dalam 
area Hutan Produksi dan belum memiliki IPPKH. 
 Bahwa pada saat turun kelokasi tersebut saksi mengambil 
titik koordianat dengan GPS merk Garmin 78 S. 
 Bahwa saksi mengambil sebanyak 16 titiK koordinat dalam 
area penambangan yang telah terbuka. 
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 Bahwa setelah titik koordinat kemudian dioverlapkan 
kedalam laptop saksi yang telah ada peta Kawasan Hutan 
Propinsi Sulawesi tanggara Nomor 465 dan didapatkan hasil 
bahwa sebagian besar lokasi bukaan tambang berada 
dalam area Kawasan Hutan Produksi terbatas dan sebagian 
lagi masuk dalam area penggunaan lainnya. 
 Bahwa pada saat tim turun kelolasi di Muara lapao-pao 
tersebut, tim didampingi oleh salah seorang karyawan PT. 
WIL. 
 Bahwa titik koordinat akan berbeda nilainya dari satu tempat 
ke tempat lainnya. 
 Bahwa setiba dilokasi saksi melihat masih ada pohon yang 
masih berdiri tegak namun pohon tersebut pohon-pohon 
kecil yang berdiameter 20 cm. 
 Bahwa jarak antara titik koordinat satu dengan titik koordinat 
lainnnya Berjarak sekitar 400 meter. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui PT.WIL melakukan JO 
dengan Perusahaan siapa. 
 Bahwa sepengetahuan saksi Kawasan Hutan Kec.wolo 
belum pernah diinventarisasikan. 
 Bahwa sewaktu saksi mengambil titik koordinat Saksi 
mengambil dari Pinggir Lokasi 
 Bahwa sewaktu saksi kelokasi sudah ada aktifitas 
penambangan dan bentuk lokasi sudah dikeruk. 
 Bahwa setahu saksi perusahaan yang melakukan 
penambangan pada lokasi yang tempat saksi mengambil 
titik koordinat adalah PT.WIL. 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya 
dalam pembelaan; 
 
9. DADY LESMANA. Di bawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang saksi bekerja di 
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari 
Sulawesi Tanggara. 
 Bahwa tugas pokok saksi adalah pengukur dan Pemeta 
Kawasan Hutan pada seksi Pemolaan Kawasan Hutan, 
BPKH XXII Kendari, 
 Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 saksi bersama 
Tim Penyidik Kementrian Kehutanan, dari kendari dan 
Kolaka turun kelokasi penambangan di daerah Wolo Muara 
Lapao-pao. 
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 Bahwa turunnya tim pada Bulan Desember 2013 tersebut 
terkait dengan laporan kejadian perkara Nomor LK.11 
tanggal 20 Nopember 2012, dimana telah terjadi aktifitas 
penambangan oleh PT. WIL dengan PT. lainnya dalam area 
Hutan Produksi terbatas dan belum memiliki IPPKH. 
 Bahwa pada saat turun kelokasi tersebut saksi mengambil 
titik koordinat dengan menggunakan GPS merk Garmin 78 
S 
 Bahwa saksi melakukan pengambilan titik koordinat dalam 
lokasi sebanyak 10 (sepuluh) titik secara acak, kemudian di 
input kedalam leptop yang sudah diinstal dengan peta 
kawasan Hutan Propos sutawesi tenggara sebagaimana 
peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor 465 tahun 
2011. 
 Bahwa dari hasil pengambilan titk koordinat dan cocok 
dengan peta kawasan hutan propinsi Sultra sesuai 
peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 465 
tahun 2011 didapatkan hasih bahwa ternyata area 
penambangan dilakukan dalam kawasan Hutan Produksi 
terbatas. 
 Bahwa dari hasiI keterangan dilapangan Kegiatan 
penambangan nikel didalam kawasan hutan produksi 
terbatas telah mendapat izin dari pejabat pemerintah daerah 
kolaka, akan tetapi untuk izin dari kementrian Kehutanan 
saksi belum mengetahui hal tesebut sehingga saksi 
melaporkan temuan kegiatan penambangan nikel ini kepada 
pimpinan saksi. 
 Bahwa dari kegiatan penambangan nikel di dalam kawasan 
hutan produksi terbatas yang dilakukan oleh PT. Nibandera 
Perkasa, PT. EMIN INDONESIA, Koperasi Lapaka Jaya 
yang masing-masing perusahaan tersebut merupakan JO 
Operasional PT.WIL (Waja Inti Lestari) dan telah mendapat 
izin dari pejabat pemerintah Kab.Kolaka adalah dari 
beberapa karyawan perusahaan yang pada saat saksi dan 
Tim temukan sedang melakukan aktifitas penambangan. 
 Biwa saksi melihat dan menyaksikan adanya kegiatan 
penggalian  bahah  tambang  dengan menggunakan 
excavator yang digunakan oleh perusahaan sebagaimana 
saksi sebutkan, pengangkutan bahan tambang dengan 
menggunakan alat angkut dump truk adanya tumpukan 
bahan tambang nikel sera aktifitas karyawan perusahaan 
selain itu saksi juga melihat adanya penimbunan bibir pantai 
dan lokasi hutan di daerah pegunungan dan sekitarnya 
masih terdapat pohon besar. 
 Bahwa saksi tidak melihat ada pohon yang masih tegak 
dalam lokasi penambangan, namun saksi melihat ada 
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kurang Iebih 50 (lima puluh) batang kayu dengan diameter 
rata-rata 20 cm yang telah berserakan dilokasi 
penambangan. 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya 
dalam pembelaan; 
 
10. ACHMAD LAKAY, SH., MH bin LAKAY, dibawah sumpah 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi bertugas sebagai kepala Dinas Kehutanan 
Kolaka pada tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 20 
Januari 2014. 
 Bahwa saksi mendapat laporan dari Kepala UPTD Kec. 
Wolo pada bulan Juli 2013 yang melaporkan tentang 
adanya aktifitas pertambangan dalam Kawasan Hutan 
produksi Terbatas di Wilayah Muara Lapao-pao yang 
dulunya bernama Ulu Babarina tanpa ijin yang dilakukan 
oleh PT. Emin Indonesia, PT.Nibandera ,PT. Lapaka Indah 
dan PT. Global. 
 Bahwa pada tahun 2010 PT. WIL mempunyai ijin Usaha 
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Bupati Kolaka 
nomor 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang 
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi 
Produksi Kepada PT. WIL, dengan luas 210,3 Ha di Kec. 
Wolo Kab. Kolaka. 
 Bahwa lokasi dalam IUP tersebut meliputi kawasan Hutan 
Lindung, Areal Penggunaan Lain (APL) dan lautan. 
 Bahwa untuk kawasan Hutan Lindung PT. Wil sudah 
mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan berdasarkan SK 
Menteri Kehutanan Nomor SK. 815/Menhut-I1/2013 tanggal 
18 November 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan 
Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi 
Terbatas Atas Nama PT. WAJA INTI LESTARI Yang 
Terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara 
Seluas 40,04 (Empat Puluh dan Empat Perseratus) Hektar. 
 Bahwa kemudian PT. WIL mengajukan penataan batas 
koodinat karena sebagian IUP Nomor 351 masuk wilayah 
perairan sehingga terbit SK Bupati Kolaka Nomor 502 
Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Persetujuan 
Penataan Ulang Batas Koordinat dan Peta Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Waja Inti 
Lestari. 
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 Bahwa sebelumnya telah ada Ijin Prinsip dan telah 
dilakukan pemancangan batas oleh BPKH Makassar 
sebelum keluarnya IPPKH. 
 Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa 
Muara Lapao-pao PT. WIL melakukan kerjasama/JO 
dengan beberapa perusahaan yaitu PT. Nibandera Perkasa, 
PT. EMIN, dan KSU LAPAKA INDAH. 
 Bahwa lokasi penambangan yang dikerjakan oleh 
perusahaan-perusahaan tersebut diluar dari IPPKH. 
 Bahwa perjanjian Kerjasama antara PT. WIL dengan PT. 
Emin berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasa sama Royalti 
Pengolahan tambang Nikel Ore tanggal 2 September 2013 
yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Cabang PT. 
WIL dengan terdakwa selaku yang mewakili PT. Emin, 
dimana dalam perjanjian tersebut PT. Emin diberi hak untuk 
melakukan penambangan ore nikel diarea IUP PT. WIL 
seluas + 16, 5 Ha didesa Muara Lapao-pao Kec. Wolo Kab. 
Kolaka. 
 Bahwa sebelum dilakukan perjanjian kerjasama dengan PT. 
Emin, keadaan Lokasi masih berupa Hutan dan masih ada 
tegakan kayu. 
 Bahwa PT. Emin mulai melakukan aktifitas penambangan 
dengan terlebih dahulu melakukan penebangan pohon 
sebelum melakukan penggalian pada pertengahan bulan 
September 2013. 
 Bahwa PT. Emin telah mengapalkan ore Nikel ke Cina 
sebanyak 2 (dua) kapal dengan Volume 112.000 MT, dan 
stock file yang ada saat itu sebanyak 15.000 MT. 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum 
Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya 
dalam pembelaan; 
 
4.2 Keterangan Saksi Ahli  
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli 
sebagai berikut : 
1.  DIAN SUPRIYANTO, S.Hut.T,M.Si, dibawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa Ahli menjadi PNS di Departemen Kehutanan tahun 
1992, dan tahun 2013 sampai sekarang bekerja di Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII (BPKH Wil-XXII) 
kendari. 
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 Bahwa Tugas pokok ahli di BPKH Wil-XXII kendari antara 
lain Mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahan 
kegiatan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang 
akan ditunjuk , penataan batas dan pemetaan kawasan 
hutan, penilaian hasil tata batas hutan lindung dan produksi 
berdasarkan permasalahannya dan memberikan layanan 
data berdasarkan perintah atasan. 
 Bahwa ahli pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan 
sebagai tenaga ahli atau khusus pada wilayah kerja Yang 
pernah diikuti sebagai berikut: Inventarisasi Hutan, 
Kartografi ,dan Data Entry Neraca Sumber Daya Hutan. 
 Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya yang satu dengan Iainnya tidak dapat 
dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang 
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap. Dasar hukumnya 
adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan. 
 Bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian 
kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan 
kawasan hutan. 
 Bahwa Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
pertama kali ditunjuk berdasarkan SK. Menteri Pertanian 
Nomor 629/Kpts/Um/911982 tentang penunjukan areal 
hutan di wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara seluas 
2.889.543 Ha ( dua juta delapan ratus delapan puluh 
sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga hektar) sebagai 
kawasan hutan. Sk ini lebih dikenal TGHK. Pada tahun 1999 
mengalami perubahan sehubungan dengan paduserasi 
antara peta TGHK dengan Peta RTRWP. Sehingga ditunjuk 
kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
dan Perkebunan Nomor : 454/Kpts-11/1999 tanagal 17 Juni 
1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan 
Propinsi Sulawesi Tenggara seluas + 2.600.137 (dua juta 
enam ratus ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar. Pada tahun 
terdapat perubahan kawasan hutan dengan berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang 
perubaha peruntukan kawasan hutan menjadi bukan 
kawasan hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh ribu 
seratus lima ) hektar dan Perubahan antar Fungsi Kawasan 
Hutan seluas ± 115.111 (seratus lima belas ribu seratus 
sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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 Bahwa yang memiliki kewenangan dalam penunjukan 
kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan. 
 Bahwa titik koordinat yang diambil oleh Tim Penyidik 
Kemenhut bersama Tim BPKH pada tanggal 3 Desember 
2013 di Desa Lapao-pao ternyata diluar IUP 351 PT. WIL.  
 Bahwa untuk menentukan titik koordinat suatu Kawasan 
Hutan telah ada Pal Batas, namun biasanya Pal batas lama 
kelamaan akan hilang, sehingga untuk menentukan titik 
koordinat bisa diambil dengan menggunakan titik koordinat. 
 Bahwa untuk Desa Lapaopao telah ada Pal batas pada 
tahun 1993. 
 Bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non 
kehutanan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari 
menteri kehutanan berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH). Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin 
yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk 
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan 
tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan, 
Permohonan IPPKH wajib memenuhi persyaratan Teknis 
meliputi : Surat Permohonan, Izin Usaha Pertambangan 
atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh 
pejabat sesuai kewenangannya, Rekomendasi Gubernur. 
Administrasi meliputi : rencana kerja penggunaan kawasan 
hutan, citra satelit terbaru dengan resolusi lebih detail 15 
(lima belas) meter aau resolusi lebih detail dari 15 (lima 
belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk 
digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon 
dengan mencantumkan sumber citra satelit dan pernyataan 
bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar , AMDAL yang 
telah disahkan oleh instansi yang berwenang, pertimbangan 
teknis  Direktur Jenderal yang membidangi Mineral 
Batubara dan Panas Bumi pada Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan 
pertambangan yang diterbitkan oleh gubernur atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya. Dasar hukum 
penggunaan kawasan hutan adalah Peraturan Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2011 
Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 
 Bahwa Penunjukan Kawasan Hutan sudah sah sebagai 
Kawasan Hutan sesuai dengan PP nomor 44 tahun 2004, 
dimana disebutkan Penunjukan adalah Penetapan awal 
Kawasan Hutan. 
 
2. ANDI SETIAWAN. S.Hut, MSc, yang dibacakan di 
persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 
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 Bahwa Ahli sebagai PNS selaku Kepala Seksi Penggunaan 
Kawasan Hutan untuk Dertambangan Wilayah II, Direktorat 
Penggunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan Kementrian Kehutanan. 
 Bahwa tugas Ahli adalah melaksanakan penelaahan 
permohonan penggunaan kawasan hutan Wilayah II, 
melaksanakan penyelesaian permasalahan penggunaan 
kawasan hutan Wilayah II. melaksanakan supervisi , 
monitoring/evaluasi penggunaan kawasan hutan Wilayah II 
dan melaksanakan monitoring data izin pinjam pakai 
kawasan hutan Wilayah 
 Bahwa pendidikan Ahli yaitu Sarjana (S2) Kehutanan UGM 
tahun 1999 dan S2 bidang Geo Informasi untuk 
perencanaan wilayah dan manajemen bencana di ITC 
Belanda dan UGM tahun 2009. Pelatihan yang pernah Ahli 
ikuti yaitu pelatihan bidang Geographic Information System 
(GIS) tingkat dasar dan lanjutan. 
 Bahwa Wilayah I yaitu Jawa, Sumatra, Bali, sedangkan 
Wilayah II yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua. 
 Bahwa Hutan adalah  suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan yang satu dengan yang lainnya tidak 
dapat dipisahkan, sedangkan Kawasan Hutan  adalah 
wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh 
pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai 
hutan tetap. 
 Bahwa berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi 3, yaitu 
: 
 Hutan Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas 
tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 
 Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan 
memelihara kesuburan tanah. 
 Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 
 Bahwa untuk Hutan Konservasi tidak boleh digunakan, 
sedangkan untuk Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat 
digunakan dengan ijin. 
 Bahwa terdapat dua ijin dalam kehutanan yaitu : 
 Bahwa Ijin Pemanfaatan yaitu ijin untuk kegiatan di bidang 
kehutanan. 
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 Ijin Penggunaan yaitu ijin untuk kegiatan di bidang non 
kehutanan. 
 Bahwa untuk penggunaan kawasan hutan harus mendapat 
ijin dari Menteri Kehutanan. 
 Bahwa kawasan hutan di Sulawesi Tenggara berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.465/Menhut-I1/2011 
tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan 
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan 
Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan di Propinsi 
Sulawesi Tenggara. 
 Bahwa kawasan hutan sebelumnya telah ditunjuk 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan No : 4541Kpts-I1/1999 tanggal 17 Juni 1999 
tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. 
 Bahwa pada tanggal 4 November 1993 telah dilakukan 
Berita Acara Tata Batas di Kabupaten Kolaka oleh Panitia 
Tata  Batas yang diketuai oleh Bupati Kolaka. 
 Bahwa pal batas menggunakan kode-kode tertentu B atau 
E. 
 Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Kehutanan No : 
P.44/Menhut-1112012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan 
disebutkan bahwa tahapan pengukuhan kawasan hutan 
adalah penunjukan, penataan batas dan penetapan 
kawasan hutan, maka apapun proses pengukuhan kawasan 
hutan, areal tertentu yang sudah ditunjuk dan atau 
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap adalah sah sebagai 
kawasan hutan. 
  Bahwa Ahli mengetahui titik-titik koordinat yang 
diperlihatkan diwaktu penyidikan berdasarkan peta lampiran 
Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.465/Menhut1112011 
tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan 
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan 
Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan di Propinsi 
Sulawesi Tenggara, sebagian titik-titik tersebut berada  
dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas. 
 Bahwa kegiatan/ penggunaan kawasan hutan harus 
mendapat ijin dari Menteri Kehutanan. 
 Bahwa untuk mengetahui suatu lokasi masuk pada kawasan 
hutan dengan cara pengambilan titik koordinat dengan 
menggunakan GPS kemudian memasukkan/memfloting titik 
koordinat pada peta kawasan hutan. 
 Bahwa sebelum dikeluarkannya Ijin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH) terlebih dahulu diterbitkan ijin Prinsip, namun 
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pada tahapan Ijin Prinsip ini kegiatan belum bisa dilakukan 
sebelum keluarnya IPPKH. 
 
4.3 Keterangan Terdakwa 
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
 Bahwa terdakwa kenal dengan SYAMSUL BAKHTIAR yaitu 
Dir. Cabang PT. WIL dan terdakwa pernah membantu 
Syamsul pada bulan Februari 2012 untuk membantu 
pengurusan ijin pelabuhan di Wolo; 
 Bahwa Dir. PT. Emin Indonesia adalah Amarullah; 
 Bahwa 2 (dua) hari sebelum penandatangan kontrak, 
terdakwa pernah dimintai tolong sama Amarullah untuk 
mewakilinya untuk penandatangan kontrak dengan PT. WIL 
sebagai pemilik IUP, karena Amarullah ada urusan 
pekerjaan ke Jakarta; 
 Bahwa sehari setelah perintah Amarullah itu, terdakwa 
menghubungi Syamsul Bakhtiar dan terdakwa merumuskan 
atau mengkonsep berdua dengan Syamsul Bakhtiar tentang 
Kontrak kerjasama tersebut; 
 Bahwa setelah itu sekitar tanggal 02 September 2013 
dilakukan penandatangan kontrak antara PT. WIL dengan 
PT. Emin Indonesia yang diwakili oleh terdakwa;  
 Bahwa dalam kontrak tersebut terdakwa mewakili sebagai 
Komisaris atas inisiatif dari terdakwa sendiri; 
 Bahwa benar setelah penandatangan kontrak tersebut 
terdakwa melaporkannya kepada amarullah dan setelah itu 
terdakwa tidak tau lagi bagaimana kelanjutannya; 
 Bahwa benar terdakwa tau sudah terjadi 2 (dua) kali 
pengapalan, dan terdakwa tau dari amarullah 
 Bahwa benar kegiatan penambangan tersebut adalah di 
desa muara lapao-pao tapi terdakwa belum pernah ke lokasi 
tambang; 
 
4.4 Barang Bukti 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti 
yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
- Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Terdakwa AMIR 
BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA bersama SYAMSUL 
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BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG bertempat di Desa 
Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka telah 
menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau 
izin dari pejabat yang berwenang. 
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 
Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan 
(IUP), tertanggal 13 Desember 2010. PT. Waja Inti Lestari 
(WIL) diberi ijin untuk melakukan penambangan mineral 
logam (biji nikel) di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan 
Wolo Kabupaten Kolaka. 
- Bahwa namun wilayah IUP Operasi Produksi tersebut 
sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Peggunaan 
(APL) dan sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan 
Lindung (HL) sehingga sebelum melakukan kegiatan 
penambangan harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI. 
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor SK.815/Menhut-I1/2013, tentang Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi 
Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada 
Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti 
Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi 
Sulawesi Tenggara seluas 40,04 Ha, tertanggal 18 
Nopember 2013, maka Menteri Kehutanan memberikan Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi 
produksi Biji Nikel dan sarana penunjangnya pada Kawasan 
Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari 
yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi 
Tenggara seluas 40,04 hektar. 
- Bahwa sebagai pemegang IUP SYAMSUL BACHTIAR Bin 
ABDUL RAHIM BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja 
Inti Lestari di Kolaka kemudian melakukan kerjasama 
dengan dengan PT. Emin Indonesia yang diwakili Terdakwa 
melalui Perjanjian kerjasama Royalti Pengolahan Tambang 
Nikel Ore antara PT. Waja Inti lestari dan PT. Emin 
Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin 
Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore 
Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo 
Kabupaten Kolaka seluas + 16,5 Ha. 
- Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti 
Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari 
dengan PT. Emin Indonesia, terdakwa kemudian menyewa 
alat berat berupa excavator dan buldozer berikut 
operatorya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan 
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merobohkan pohon-pohon dengan menggunakan excavator 
dan bulldozer. 
- Bahwa kemudian Tim dari Kementerian Kehutanan 
mendapatkan laporan dari kepada UPTD yang melaporkan 
ada perusahaan yang melakukan penambangan didalam 
lokasi hutan, maka menindaklanjuti laporan tersebut Tim 
dari Kementerian Kehutanan turun ke lokasi dimana PT. 
Emin Indonesia melakukan penambangan dan diperoleh 
koordinat sebagai berikut : 
 
No. 
Titik Koordinat 
Keterangan 
X Y 
1.  308438 9570003 Base camp PT. EMIN 
2.  309009 9569832 Jety PT.EMIN 
3.  308514 9569986 Stockfile PT. EMIN 
      Sumber : Putusan Nomor 62 / Pid.B/2014/ PN.Kolaka. 
 
- Bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan 
mencocokkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor : SK.465/Menhut-I112011 tanggal 9 Agustus 2011 
tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi 
Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh 
ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi 
Kawasan Hutan seluas ± 115.111 (seratus lima belas ribu 
seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 
ternyata dari titik-titik kordinat yang diambil masuk dalam 
kawasan hutan produksi terbatas dimana dalam 
pemanfaatannya harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH) dal Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 
dan lokasi PT. Emin Indonesia tersebut tidak sesuai dengan 
Peta yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Kolaka 
Nomor : 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan 
Peta yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor : SK/815/Menhut-I1/2013 tanggal 18 
November 2013. 
 
 
5. Tuntutan Jaksa 
MENUNTUT 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini,memutuskan : 
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1. Menyatakan Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan, atau  turut serta 
melakukan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 
pejabat yang berwenang” sebagaimana di maksud dalam dakwaan 
pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat Ke-1 KUH 
Pidana; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP 
MUDIYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan 
denda sebesar RP. 100.000.000,-  (Seratus juta rupiah) subsidiair 
pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan , dikurangi masa penahanan 
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 
 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) kantong ore nikel dari area tambang PT. Shenniu 
Mining Indonesia. 
 Fotocopy 1 (satu)  rangkap perjanjian kerjasama PT. WIL 
dengan PT. Adi prama Guna Abadi. 
 Fotocopy 1 (satu)  rangkap perjanjian kerjasama PT. WIL 
dengan PT. KSU lapaka indah. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama PT. WIL 
dengan PT. Nibandera Perkasa. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap perjanjian kerja sama PT. WIL 
dengan PT. BMM Mining Project. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama PT. WIL 
dengan koperasi Maroko jaya. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap keputusan Bupati kolaka ttg 
Persetujuan Ijin Usaha pertambangan (IUP) operasi produksi 
kepada PT. WIL No. 351 tahun 2010. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap keputusan bupati Kolaka tentang 
persetujuaan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah 
IUP operasi produksi PT. WIL. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap perubahan anggaran dasar PT. WIL 
dari kantor notaris alya S. Azhar. SH.,MH. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap keputusan Menhut RI No. 
815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013. 
 Fotocopy 1 (satu) surat menhut RI No. S.6/menhut-VII/2013 ttg 
persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan 
produksi biji nikel dan sarana penunjangnya . 
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 Fotocopy 1 (satu) rangkap surat izin tempat usaha (SITU) dan 
Retribusi ijin gangguan (HO) No. 
503.1./00320/SITU/KPPT/V/B/KLK/2012 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap tanda daftar perseroan terbatas No. 
000362. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap tanda daftar perseroan  terbatas No. 
09.03.00780. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap surat izin usaha perdagangan 
(SIUP)-besar No.00239/1824.51. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap permohonan klarifikasi fungsi dan 
batas kawasan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab. Kolaka. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap permohonan pinjam pakai kawasan 
No.0023/WIL/2011. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap rekomendasi untuk memperoleh ijin 
pinjam pakai kawasan hutan No.522/917.a.  
 Fotocopy 1 (satu) rangkap pertimbangan teknis pinjam pakai 
kawasan hutan untuk keg. Ekploitasi An. PT. WIL No. 
121/197A/KDST. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap pertimbangan teknis pinjam pakai 
hutan No.522.12.108.A. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap rekomendasi bupati Kolaka No. 522. 
11/1159. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap pertimbangan teknis penggunaan 
kawasan hutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut 
Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap telaah areal IUP operasi produksi 
An. PT. WIL di prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No. 
S.81/VII-BPKH/ISDH-3/2012. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap pelaksanaan rekonstruksi batas 
kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi produksi 
PT. WIL dari dishut kab. Kolaka No.92/522.13/2012 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap hasil telah areal IUP operasi 
produksi An. PT. WIL di Prop.Sultra No.S.20/Kuh-5/2011. 
 1 (satu) karung ore Nikel dari areal KSU Lapaka indah. 
 1 (satu) karung ore Nikel dari areal koperasi Maroko jaya. 
 1 (satu) karung ore Nikel dari areal PT. Emin Indonesia. 
 1 (satu) karung ore Nikel dari areal PT. Nibandera Perkasa. 
 1 (satu) potong kayu hasil penyisihan dari areal PT. Nibandera 
Perkasa. 
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 1 (satu) potong kayu hasil penyisihan dari areal PT. Lapaka 
indah. 
 1 (satu) potong kayu hasil penyisihan dari areal Maroko Jaya. 
 1 (satu) potong kayu hasil penyisihan dari areal Emin 
Indonesia. 
 2 (dua) lembar copy surat persetujuan penambahan kerjasama 
dalam keg pengangkutan dan penjualan mineral dari dirjen 
minerba No.201/30/DJB/2013 tgl 30-01-2013 
 2 (dua) lembar copy surat Bill of lading No.B/L No. IM/ML-
20092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich 
Mineral Internasional dengan lampiran Certificate of Analysis 
No. Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 oktober 2013. 
 2 (dua) lembar copy surat Bill of lading No.B/L No.IM/XHD-
2010 2013 an. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. WIL 
QQ PT. EMIN INDONESIA dengan lampiran certificate of 
analysis No. 04252/BDDBAG tgl 17 oktober 2013. 
 2 (dua) lembar copy surat bill of lading No.B/L No. IM/IKP-
161032013 An. Shipper PT. Mineral asia Tunggal QQ PT. WIL 
dengan lampiran certificate of analysis No. Certificate No. 
04107/BDDBAG tgl 06 Nopember 2013. 
 2 (dua) lembar copy surat Bill of lading No.B/L No. IM/SPA-
16102013 An. Shipper PT. MINERAL ASIA TUNGGAL QQ PT. 
Vorich Mineral Internasional QQ PT.WIL dengan lampiran 
certificate of analysis No. 04108/BDDBAG tgl 04 nopember 
2013. 
 4 (empat) lembar copy surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-
16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. 
Nibandera Perkasa dengan lampiran certificate of analysis No. 
Certificate No. 03703/BDDG tgl 17 oktober 2012. 
 2 (dua) lembar copy surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-
16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich 
Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran certificate 
No. 04108/BDDBAG tgl 04 nopember 2013. 
 5 (lima) lembar copy surat setoran bukan pajak nama wajib 
setor PT. MINERAL ASIA TUNGGAL. 
 5 (lima) lembar copy surat setoran pabean cukai dan pajak PT. 
Mineral Asia Tunggal. 
 7 (tujuh) lembar copy surat invoice PT. Mineral Asia Tunggal. 
 5 (lima) lembar copy surat pemberitahuan ekspor barang 
PT.Mineral asia Tunggal. 
 4 (empat) lembar copy surat lembar lanjutan dokumen 
pelengkap pabean pemberitahuan ekspor barang (PEB) PT. 
Mineral Asia Tunggal. 
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 Lahan pertambangan seluas 210,3 (dua ratus sepuluh koma 
tiga) hektar sesuai yang tertera dalam IUP persetujuan 
penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha 
pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang 
ditandatangani oleh plt.Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, 
tanggal 26 Agustus 2013  yang terletak di desa muara Lapao-
pao, kecamatan Wolo kabupaten Kolaka, provinsi Sulawesi 
Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara 
berbatasan dengan hutan produksi terbatas Muara Lapao-pao, 
sebelah selatan berbatasan dengan teluk Lapao-pao, sebelah 
barat berbatasan dengan teluk pondaipah, dan sebelah timur 
berbatasan dengan APL desa Muara Lapao-pao. 
 Base camp PT. Senniu Mining Indonesia, berupa 1 (satu) unit 
bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada 
titik koordinat sumbu X : 308479 dan sumbu Y: 9569357 dalam 
lahan pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan 
penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha 
pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang 
ditandatangani oleh Plt.Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, 
tanggal 26 Agustus 2013. 
 Base camp PT.Emin Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan 
kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik 
koordinat sumbu X : 308438 dan sumbu Y: 9570003 didalam 
kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Mekongga 
Desa Muara Lapao-pao yang termasuk dalam areal 
pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan 
ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha 
pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang 
ditandatangani oleh plt. Bupati kolaka H. AMIR SAHAKA, 
tanggal 26 Agustus 2013. 
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ZHANG 
YONGYUE. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 
 
6.  Amar Putusan 
MENGADILI: 
1. Menyatakan Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA tersebut 
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana "Turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen 
atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin 
dari pejabat yang berwenang" ; 
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2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 
(enam) bulan ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan 
Negara ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan 
PT. Adi Pratama Guna Abadi. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan 
PT. KSU Lapaka Indah. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan 
PT. Nibandera Perkasa. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan 
PT. BMM Mining Project. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan 
Koperasi Moroko Jaya. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg Persetujuan 
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kpd PT. WIL No. 
351 Tahun 2010. 
 Fotocopy 1 ( satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg 
Persetujuan Penataan Ulang batas koordinat dan Peta Wilayah IUP 
Operasi Produksi PT. WIL. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Perubahan Anggaran Dasar PT. WIL dari 
kantor Notaris Alya S Ashar,. SH.,MH. 
 Fotocopy 1(satu) rangkap Keputusan Menhut RI No. SK. 
815/Menhut-I1/2013 tanggal 18 Nopember 2013. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Menhut RI No. S.6/Menhut-
VII/2013 ttg Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk 
keg operasi produksi biji nikel dan sarana penunjangnya. Fotocopy 
1 (satu) rangkap Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retibusi Ijin 
Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPTN/B/KLK/2012. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 
000362. Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 
09.03.00780. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha 
Perdagangan (SIUP)-Besar No. 00239/1824.51. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan batas 
kawasan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab. Kolaka. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan Pinjam Pakai Kawasan 
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No.00231N1L/2011. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi untuk memperoleh ijin 
pinjam pakai kawasan hutan No. 5221917.a. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai 
kawasan hutan utk keg. Eksploitasi An.PT.WIL No. 121/197A/KDST. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai hutan 
No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati 
Kolaka No. 522.11/1159. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan 
kawasan hutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. 
Kolaka No.71/Dishut/2011. Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal 
IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII 
Makasar No. S.81/ V11-BPKH/ISDH-3/2012.  
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan 
hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari 
Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012. 
 Fotocopy 1 (satu) rangkap Hash I telaahan areal IUP operasi 
produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra No.S.20/Kuh-5/2011. 
 2 (dua) lembar Copy Surat Persetujuan penambahan kerjasama 
dalam keg pengangkutan dan penjualan mineral dari Dirjen Minerba 
No. 201/30/DJB/2013 tgl 30-01-2013. 
 2 lembar copy surat Bill of lading No.B/L No. IM/ML-20092013 An. 
Shipper PT. mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral 
International dengan lampiran Certi ficate of Analysis No. 
Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013. 
 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/XHD-
20102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT.WIL QQ PT. 
Emin Indonesia dengan lampiran Certificate of Analysis No. 
Certificate No. 04252/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013. 
 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/IKP-
161032013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. WIL 
dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 
04107/BDDBAG tgl 06 Nopember 2013. 
 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/SPA-
16102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vouch 
Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of 
Analysis No. Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013. 
 4 (empat) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-
16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Nibandera 
Perkasa dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 
03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2012. 
 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-16092013 
An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QC) PT. Vorich Mineral 
International CM PT. WIL dengan lampiran certificate of Analysis No. 
Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013. 5 (lima) 
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lembar Copy Surat Setoran Bukan Pajak nama wajib setor PT. 
Mineral Asia TunggaL 
 5 (lima) lembar Copy Surat Setoran Pabea Cukai dan Pajak PT. 
Mineral Asia Tunggai_ 
 7 (tujuh) lernbar Copy Surat Invoice PT. Mineral Asia Tunggal. 
 5 (lima) lembar spy Surat Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Mineral 
Asia Tunggal. 
 4 (empat) lembar Copy Surat lembar lanjutan dokumen pelengkap 
pabean pemberitahuan ekspor barang (PEB) PT. Mineral Asia 
Tunggal. 
Tetap terlampir dalam berkas perkara 
 1 (satu) kantong Ore Nikel dari areal tambang PT. Shenniu Mining 
Indonesia.  
 1 (satu) karung Ore Nike! dari Areal KSU Lapaka Indah. 
 1 (satu) karung Ore Nike dari Areal Koperasi Maroko Jaya. 
 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT. Emin Indonesia. 
 1 (satu)  karung Jre Nikel dari Areal PT. Nibandera Perkasa. 
 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT, Nibandera 
Perkasa.  
 1 (salu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Lapaka Indah. 
 1 (satu) potong kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Moroko Jaya. 
 1 (satu) potong kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Emin Indonesia. 
Dikembalikan Pada Jaksa Penuntut Umum; 
 Lahan pertambangan seluas 210,3 (dua ratus sepuluh koma tiga) 
hektar sesuai yang tertera dalam IUP persetujuan penataan ulang 
batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi 
produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatatangani oleh Plt.Bupati 
Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013 yang terletak di 
Desa Muara Lapao Pao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kotaka 
provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi terbatas Muara 
Lapao pao, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Teluk Lapao Pao, 
Sebelah Barat bertatasan Dengan Teluk Pondaipah dan Sebelah 
Timur Berbatasan dengan APL Desa MuaraLapao Pao. 
Dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik 
Indonesia; 
 Base Camp PT. Senniu Mining Indonesia Berupa 1 (satu) unit 
bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada 
koordinat sumbu X : 308479 dan sumbu Y 9569357 dalam lahan 
Pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan 
ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan 
opera produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Pft. 
Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013. 
 Base Camp PT.Emin Indonesia. Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu 
dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu 
X: 308438 dan sumbu Y 9570003 dalam Kawasan Hutan Produksi 
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Terbatas Kelompok Hutan Mekonga Desa Muara Lapao Pao yang 
termasuk dalam, areal pertambangan yang tertera di dalam IUP 
persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin 
usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang 
ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 
Agustus 2013. 
Dirampas untuk dimusnahkan ; 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);  
 
7. Analisis Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak 
Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan. Dimana yang 
menjadi terdakwa adalah AMIR BAKTIAR bin UCUP MUDIYA yang 
telah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menebang 
pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa 
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 
Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 
pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan dalam putusan perkara 
nomor 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka adalah menurut IBU ELLY SARTIKA 
A, SH (wawancara tanggal 30 april 2015) beliau telah memberikan 
sedikit gambaran secara umum terhadap perkara yang penulis angkat 
dan menyatakan bahwa : 
Dalam kasus tersebut Hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa 
telah memenuhi unsur dalam pasal tersebut, yang dimana terdakwa 
dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 
(enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan pada dasarnya 
terdakwa ingin mencari keuntungan terhadap perusahaan yang masuk 
di Kabupaten Kolaka. Dalam hal ini penanganan kasus ini Hakim 
memberikan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan 
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terdakwa, surat tuntutan jaksa, serta keyakinan Hakim. Seperti kita 
ketahui bahwa Hakim dalam kasus ini beliau putuskan menyatakan 
bahwa semua hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan suatu 
pertimbangan yang cukup mendalam sehingga dapat diperoleh suatu 
keputusan yang mendekati rasa keadilan semua pihak dan Hakim 
telah adil dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena dilihat 
dari sisi kemanusiaan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung 
keluarga. Hukuman yang diberikan Hakim juga untuk membuat 
terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi juga 
menimbulkan efek jera kepada terdakwa. serta penuntut umum 
mengunakan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e. 
 
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan 
bahwa penerapan hukum pidana perkara diatas, Jaksa penuntut 
umum menerapkan Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 
55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana didalam dakwaannya. Berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dikaitkan dengan 
pembuktian unsur dakwaan, maka menurut jaksa penuntut umum 
menggunakan dakwaan tunggal yang dinyatakan terbukti Pasal 78 
ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. 
       Dari hasil wawancara penulis, Berdasarkan wawancara penulis 
semua fakta-fakta telah terungkap di persidangan yang sesuai posisi 
kasus, alat bukti yang sah, yang telah sebagaimana telah diuraikan diatas 
serta ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-
unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi. Sehingga 
dengan demikian putusan tersebut ataupun kesimpulan majelis hakim 
yang menyatakan AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA secara sah 
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meyakinkan melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin pada 
kawasan hutan yaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) 
huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo 
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. Namun, Menurut analisa penulis 
belum sesuai dan belum tepat yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
umum, karena terdakwa telah dijatuhkan Undang-undang nomor 41 tahun 
1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat 5 Jo Pasal 50 ayat 3 huruf e, dan 
menurut penulis dalam hal ini terdakwa seharusnya juga dijatuhkan pula 
Undang- undang Pertambangan Pasal 158 dan  Pasal 159 serta Pasal 
263 KUHPidana tentang pemalsuan surat, karena surat izin wilayah 
pertambangan yang telah ditanda tangani oleh terdakwa  tidak sesuai 
dengan peta lokasi yang telah dilampirkan didalam surat perjanjian yang 
diberikan kepada Menteri kehutanan.      
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 
Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas, 
penulis menarik  kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam Penerapan ketentuan pidana mengenai tindak pidana 
menggunakan kawasan hutan tanpa izin sudah sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU 
No.41 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang dilarang 
menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan 
didalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. 
Pasal 78 ayat (4) UU yang sama menegaskan barang siapa 
dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e 
dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 5 
milyar. Dalam kerangka peraturan pemerintah (PP) No. 6 
Tahun 2007 tentang tata Hutan dan penyusunan Rencana 
Pengelolaan kehutanan serta pemanfaatan hutan. Namun 
menurut Penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka 
sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan  
mempertimbangkan secara matang tuntutan dari jaksa 
penuntut umum, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada 
terdakwa Pasal 78 ayat (5) UU yang sama menegaskan barang 
siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) 
95 
 
huruf e dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda 
maksimal Rp. 5 milyar, seharusnya terdakwa juga dijatuhkan 
pula Undang- undang Pertambangan Pasal 158 dan  Pasal 159 
serta Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan surat, karena 
surat izin wilayah pertambangan yang telah ditanda tangani 
oleh terdakwa  tidak sesuai dengan peta lokasi yang telah 
dilampirkan didalam surat perjanjian yang diberikan kepada 
Menteri kehutanan. 
2. Penjatuhan pidana dalam putusan No. 
62/Pid.B/2014/Pn.Kolaka, Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta hukum yang 
terungkap di persidangan dan Hakim memilih dan membuktikan 
dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 
50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. 
Namun, menurut penulis Hakim dan Jaksa Penunutut Umum 
dalam menerapkan hukum pidana lebih tepat jika terdakwa 
dikenakan juga UU Pertambangan Pasal 158 dan Pasal 159 
serta Pasal 263 KUHpidana.  
B. Saran 
 
Adapun Saran-Saran yang dapat Penulis berikan yaitu : 
1. Untuk mencegah maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin 
di Kabupaten Kolaka, diharapkan adanya koordinasi dan 
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keterpaduan antara instansi terkait khususnya melakukan 
kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai Undang-
undang kehutanan dan Pertambangan mineral dan Batubara. 
2. Diharapkan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap 
para pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin terutama 
dikawasan hutan produksi, tanpa tebang pilih hingga perkara 
nya tuntas. 
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